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PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 72 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023


BAB I PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Rencana kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Renja Perangkat Daerah  merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi  Pembangunan  Daerah,  Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Renja Pemerintah Daerah.
Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan mengacu pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Renja Kementerian/Lembaga terkait, Renja Pemerintah (RKP), Renja Perangkat Daerah Provinsi, Renja Pemerintah Daerah Kabupaten, Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) yang tertuang dalam peraturan Bupati Cilacap Nomor 256 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Develpoment Goals Kabupaten Cilacap Tahun 2008-2023, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode
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sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
Dengan berakhirnya periode RPMJD Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023- 2026 sebagai tindaklanjut instruksi Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2021 tenang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan renstra perangkat Daerah tahun 2023-2026 dan menjadi  pedoman  dalam  penyusunan Renja tahun 2023.
Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah serta menerapkan peraturan perundangan yang terbaru diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020, Permendagari Nomor 70 Tahun 2020, Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 dan Permendgari Nomor 40 Tahun 2022
Sebagai Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Cilacap maka Dinas KB PP PA Kabupaten Cilacap mempunyai kewajiban menyusun   dokumen	Renja.  Dokumen Rancangan Renja tersebut merupakan bahan acuan bagi pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas KB PP PA Kabupaten Cilacap. Renja tersebut juga sebagai bahan perencanaan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Dinas KB PP PA Kabupaten Cilacap di Tahun mendatang.
Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD dan Renstra OPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan
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Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Renja mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :
1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.
Proses penyusunan Renja didasarkan  pada  penjaringan  aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja OPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, dimana Daerah Kabupaten / Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang RKPD  dan  Renja  OPD,  yang  menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan OPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Cilacap.
Dinas KB PP PA Kabupaten Cilacap sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Cilacap yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah daerah di bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap
Untuk mewujudkan hal tersebut sangat diperlukan adanya Rencana Kerja (Renja) dari masing-masing Organisasi yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Rencana Kerja Perangkat Daerah ini merupakan proses yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya potensi yang ada, dan mengorganisasikan secara sistematis. Penyusunan Rencana Kerja merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja bagi Instansi Pemerintah dan merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dengan sumberdaya lain agar mampu menjawab

tuntutan kebutuhan masyarakat dan perkembangan jaman dalam rangka menyongsong masa depan yang lebih baik.
Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat seperti dewasa ini, maka Instansi Pemerintah harus terus-menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan.
Manfaat Rencana Kerja (Renja) adalah : 1) untuk  merencanakan suatu kegiatan dalam menghadapi tuntutan kebutuhan dan kepentingan dari semua stakeholder; 2) untuk pengelolaan keberhasilan tindakan; 3) berorientasi kepada masa depan atau berkelanjutan; 4) fleksibel (menyesuaikan dengan potensi dan peluang yang ada).
Dengan demikian untuk memperoleh hasil fisik yang optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan perencanaan yang matang baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang sebagai pedoman dan arah pelaksanaan pembangunan.


1.2. Landasan Hukum
Dasar penyusunan  Renja  Dinas  KB PP PA  Kabupaten  Cilacap Tahun 2023 adalah:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor  18  Tahun  2016  tentang  Perangkat Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2016  Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2O19 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019  Nomor  52,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 31);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011  tentang  Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 180);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 111);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Mendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
30. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 153);
31. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 27);
32. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 37 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 37);

33. Peraturan Bupati  Cilacap  Nomor  64  Tahun  2022  tentang  Rencana Kerja Pemerintah Daerah  Kabupaten  Cilacap  Tahun  2023  (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 64)


1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas KB PP PA Kabupaten Cilacap Tahun 2023 ini adalah untuk mengetahui dan mendokumenkan perencanaan dalam kurun waktu  satu  tahun  yang berisi program – program prioritas yang dilaksanakan langsung  oleh Dinas KB PP PA dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat.
Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas KB PP PA Kabupaten Cilacap adalah :
1. Untuk mensinkronkan dan mensinergikan program dan  kegiatan Dinas KB PP PA Kabupaten Cilacap dengan target dan sasaran pembangunan.
2. Mendiskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas KB PP PA Kabupaten Cilacap
3. Memberikan arah dan acuan pelaksanaan kinerja Dinas KB PP PA Kabupaten Cilacap Tahun 2023.
4. Untuk merencanakan berbagai kebijaksanaan dan strategi percepatan pembangunan ke arah yang lebih baik dalam kondisi perubahan lingkungan yang cepat, transparan dan semakin kompleks.
5. Sebagai dasar atau acuan khususnya bagi Dinas KB PP PA Kabupaten Cilacap dan berbagai komponen pembangunan berbasis peningkatan program keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan di masa mendatang.
6. Sebagai dasar untuk mengukur capaian kinerja dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang mungkin terjadi.
7. Sebagai pedoman umum dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.
8. Untuk menfasilitasi komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar unit kerja dengan masyarakat maupun stakeholders.

1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas KB PP PA Kab.Cilacap Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :


BAB I	PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Berisi Latar Belakang penyusunan Rencana Kerja
1.2 Landasan Hukum
Sebagai dasar penyusunan Renja, yang meliputi UU, PP Perpres dan Perda.
1.3 Maksud dan Tujuan
Berisikan Maksud dan tujuan di susunnya Rencana Kerja
1.4 Sistematika Penulisan
Berisikan Tata Cara penulisan Rencana kerja

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KB PP PA KABUPATEN CILACAP TAHUN 2021
2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas KB PP PA tahun 2021 dan perkiraan capaian Renstra Dinas KB PP PA Tahun 2017 - 2022 Untuk menyajikan pengukuran kinerja program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan tujuan untuk mengidetifikasi sejauh mana OPD mencapai target kinerja.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas KB PP  PA
Berisikan analisi kinerja tahun 2021 dengan mengkaji terhadap capaian kinerja yang dibutuhkan dan dampak  yang  di  timbulkan atas kinerja pelayanan.
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas KB PP PA

Berisikan isu isu penting yang berhubungan dengan urusan Keluarga berencana, Keluarga sejahtera, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2.4 Review terhadap RKPD
Memuat telaah RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023 dan kebutuhan anggaran program dan kegiatan Dinas KB PP PA Kabupaten Cilacap Tahun 2023 sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
Berisikan kegiatan yang berasal dari aspirasi masyarakat lewat Anggota Dewan (DPRD kab. Cilacap)

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KB PP PA KABUPATEN CILACAP
3.1 Telahaan terhadap kebijakan nasional
Berisikan arah kebijakan pembangunan nasional yang terdiri dari Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta terkait pandemi covid 19.
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas KB PP PA
Memuat perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok  dan fungsi  Dinas  KB PP PA Kabupaten Cilacap yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas KB PP PA.
3.3 Inovasi Dinas KB PP PA
Berisikan Inovasi Dinas KB PP PA
3.4 Program dan Kegiatan Dinas KB PP PA
Berisikan gambaran program dan Kegiatan yang akan di laksanakan di tahun 2023

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KB PP PA KABUPATEN CILACAP
Berisikan penjelasan program dan kegiatan yang akan di laksanakan di tahun 2023 serta target indikatornya.

BAB V PENUTUP
Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaanya serta rencana tindak lanjut.

[bookmark: 6.BAB 2.1.pdf (p.24-26)]BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS KB PP PA KABUPATEN CILACAP TAHUN 2021


2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas KB PP PA Tahun 2021 dan Capaian Renstra Dinas KB PP DAN PA Tahun 2017 - 2022

Evaluasi Rencana Kerja Dinas KB PP PA Kabupaten Cilacap dimaksud untuk menyajikan pengukuran kinerja program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas KB PP PA Kabupaten Cilacap tahun 2021 dan perkiraan target tahun 2022 beserta dengan analisis permasalahannya.
Adapun tujuan evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan pencapaian Renstra OPD adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dan realisasi pencapaian target kinerja dalam melaksanakan program / kegiatan dan hambatan serta  permasalahan yang dihadapi.
Berdasarkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lkj IP) pada Tahun 2021 Dinas KB PP PA Kabupaten Cilacap mengelola belanja langsung dengan anggaran sebesar Rp. 17.298.095.770,- yang dialokasikan untuk 10 program dan 25 kegiatan, realisasi penggunaan dana untuk membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas KB PP PA Kabupaten Cilacap tahun 2021 dapat terealisasi sebesar. Rp. 12.946.813.875,- atau 88,2 %.
Anggaran tahun 2021 terkena rasionalisasi / pemotongan sebesar Rp. 1.378.429.600 dari  total  anggaran  Rp.  17.298.095.770 karena adanya wabah Covid 19, baik kegiatan rutin dan kegiatan non  rutin, bahkan ada kegiatan yang 0 anggaran. Sehingga mempengaruhi capaian kinerja program.
Hasil	Evaluasi		menunjukkan	dari	total	anggaran Rp.17.298.095.770,-	Realisasi	penyerapan		dana		sebesar Rp.12.946.813.875 atau 88,2 % dengan pelaksanaan fisik 146,46 %. Berikut capaian masing masing program
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1. Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan anggaran Rp. 401.235.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 308.036.550 atau 76.77 % dan realisasi fisiknya 103,78 %.
2. Program Perlindungan Perempuan dengan anggaran Rp. 468.490.000  realisasi anggaran  sebesar  Rp.  211.854.925 atau 45,22 %, dan realisasi fisiknya 161,53%
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga Rp. 160.160.600 realisasi anggaran sebesar Rp. 118.575.650 atau 74.04 % dan  realisasi fisiknya 98,91 %.
4. Program Pengelolaan Data Gender dan Anak Rp. 42.500.000 realisasi anggaran Rp. 40.481.300 .000 atau 92.25 % dan realisasi fisiknya 161,53 %.
5. Program Pemenuhan Hak Anak Rp. 220.993.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 153.030.075 atau 69.25 % dan realisasi fisiknya 254,55
%.
6. Program Perlindungan Khusus Anak Rp. 683740000 realisasi anggaran sebesar Rp. 434.613.083 atau 63.56 % dan  realisasi fisiknya 254,55 %.
7. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp. 3.006.924.770 realisasi anggaran sebesar Rp. 2.620.077.960 atau 90.20 % dan realisasi fisiknya 100 %.
8. Program Pengendalian Penduduk Rp. 406.340.000 realisasi anggaran sebesar Rp 366.419.600 atau 90.18 % dan  realisasi fisiknya 123 %.
9. Program Pembinaan Keluarga Berencana Rp. 9.031.391.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 7.559.696.282 atau 83.7 % dan realisasi fisiknya 75,46 %
10. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera Rp. 1.356.357.800 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.134.028.450 atau
83.61 % dan realisasi fisiknya  131,55 %

Ada beberapa program yang capaiannya kurang dari 85 % yaitu Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan capaian 76.77 %, Program Perlindungan Perempuan dengan capaian 45,22
%, Program Pelayanan Kontrasepsi dengan capaian 74.04 %, Program Pemenuhan Hak Anak dengan capaian 69.25 % dan Program Perlindungan
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Khusus Anak dengan capaian 63.56 %. Hal ini karena pengaruh Pandemi Covid 19, di mana program tersebut berisi kegiatan  kegiatan  sosialisasi dan pengumpulan orang baik ASN maupun masyarakat umum.
Sasaran program / kegiatan yang perlu ditingkatkan pada tahun anggaran berikutnya diantaranya Program Pengendalian Penduduk Dan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera. Selanjutnya kegiatan kegiatan yang pada tahun 2021 yang belum terlaksana dimana kegiatan tersebut menunjang capaian indikator kinerja Dinas KB, PP PA Kabupaten Cilacap terutama yang capaiannya pada tahun – tahun sebelumnya yang masih rendah, perlu ditingkatkan anggarannya dalam rangka percepatan capaian indikator kinerja Dinas KB PP PA pada tahun 2023.
Kegiatan pada tahun 2021 sudah terakomodir semuanya pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten  Cilacap  Tahun 2021. Sehingga perencanaan yang ada berkelanjutan dan berkesinambungan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama, sasaran, target serta kebutuhan alokasi anggaran yang ada.
Selain evaluasi dalam bentuk penyerapan anggaran dan realisasi fisik berbentuk output pada tahun 2021, maka perlu dicermati kembali hasil evaluasi pelaksanaan RENJA tahun 2021 berdasarkan pada outcome setiap program berdasarkan formulir evaluasi pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :
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[bookmark: 7.BAB 2.2.pdf (p.27-47)]Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas KB PP PA Dan Pencapaian Renstra Dinas KB PP PA s/d Tahun 2022


OPD : Dinas KB PP PA Kabupaten Cilacap

	





Kode
	




Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan
	



Indikator / Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
	


Target kinerja capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2022
	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2020
(tahun n-3)
	
Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun 2021 (tahun lalu /n-2)
	


Target program / kegiatan Renja tahun 2022
(tahun n-1)
	
Perkiraan realisasi capaian target Renstra s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)

	
	
	
	
	
	
Renja Perangkat Daerah tahun 2021 /
(tahun n-2)
	Realisasi Renja Perangka t Daerah tahun 2021
/(tahun n-2)
	

Tingkat Realisasi (%)
	
	Realisasi capaian Program dan Anggaran s/d tahun 2022
	

Tingkat capaian (%)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8=(7/6)
	9
	10=(5+7+9)
	11=(10/4)

	
	
	
	
	
	
Program Pengendalian Penduduk
	Menurunnya Prosentase Usia Kawin Pertama yang isterinya di bawah usia 20
tahun
	


20,20
	


15,80
	


20,60
	


19,36
	


106,4%
	


20,20
	


19,36
	


104,3 %

	

2
	

14
	

02
	
2.0
1
	

01
	Penyediaan Rancangan Induk Pengendalian Jumlah dan Kualias Penduduk
	Tersedianya rancangan induk Pengendalian
Kuantias  / Jumlah Penduduk
	
2
Dokumen
	

0
	

2
	

2
	

100%
	

0 Dokumen
	

2 Dokumen
	

100

	


2
	


14
	


02
	


2.0
1
	


02
	
Penyusunan analis Parameter dan Pengembangan Profil serta Proyeksi Indikator Pengendalian Kuantitas Kependudukan
	Tersusunnya analis Parameter dan Pengembangan Profil serta Proyeksi Indikator Pengendalian
Kuantitas Kependudukan
	


2
Dokumen
	


1
	


1
	


1
	


100%
	


0
	


2
	100
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Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan
	



Indikator / Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
	


Target kinerja capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2022
	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2020
(tahun n-3)
	
Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun 2021 (tahun lalu /n-2)
	


Target program / kegiatan Renja tahun 2022
(tahun n-1)
	
Perkiraan realisasi capaian target Renstra s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)

	
	
	
	
	
	
Renja Perangkat Daerah tahun 2021 /
(tahun n-2)
	Realisasi Renja Perangka t Daerah tahun 2021
/(tahun n-2)
	

Tingkat Realisasi (%)
	
	Realisasi capaian Program dan Anggaran s/d tahun 2022
	

Tingkat capaian (%)

	

2
	

14
	

02
	
2.0
1
	

15
	
Rakor pengendalian penduduk
	Terlaksananya Koordinasi Sektor terkait ttg
pengendlian Penduduk
	
3
Kegiatan
	

2
	

1
	

1
	

100%
	

0
	

3
	

100

	

2
	

14
	

02
	

2.0
1
	

09
	
Sosialisasi Materi Pendidikan Kependudukan Di Sekolah
	Jumlah Sekolah yang telah mendapatkan sosialsasi
Pendidikan Kependudukan
	

40
Sekolah
	

20
	

10
	

10
	

100%
	

10
	

40
	

100

	

2
	

14
	

02
	

2.0
1
	

09
	
Sosialisasi Materi Pendidikan Kependudukan di Komunitas / Masyarakat
	% Jumlah komunitas yang telah mendapatkan sosialsasi Pendidikan
Kependudukan
	

24
Kecamat an
	12
	

0
	

0
	

0
	

6
	

18
	

75

	

2
	

14
	

02
	
2.0
1
	

05
	
Pembentukan Sekolah siaga kependudukan
	% Jumlah sekolah yag sudah Terbentuk Sekolah siaga kependudukan
	
30
Sekolah
	

10
	

10
	

10
	

100%
	

10
	

30
	

100

	

2
	

14
	

02
	
2.0
1
	

05
	
Pembentukan Kelompok Siaga Kependudukan
	% Jumlah Kelompok yag sudah Terbentuk Kelompok siaga
kependudukan
	

90 desa
	

30
	

30
	

30
	

100
	

30
	

90
	

100

	
	
	
	
	
	
Pengadaan Mobil Unit Penerangan KB
	
Unit Mobil
	
1 Unit
	
1
	
0
	
0
	
0
	
0
	
1
	
100
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Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan
	



Indikator / Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
	


Target kinerja capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2022
	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2020
(tahun n-3)
	
Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun 2021 (tahun lalu /n-2)
	


Target program / kegiatan Renja tahun 2022
(tahun n-1)
	
Perkiraan realisasi capaian target Renstra s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)

	
	
	
	
	
	
Renja Perangkat Daerah tahun 2021 /
(tahun n-2)
	Realisasi Renja Perangka t Daerah tahun 2021
/(tahun n-2)
	

Tingkat Realisasi (%)
	
	Realisasi capaian Program dan Anggaran s/d tahun 2022
	

Tingkat capaian (%)

	
	
	
	
	
	
Pengadaan mobilitas PLKB ( Sepeda Motor )
	
Unit Motor
	
160 Unit
	
10
	
0
	
0
	
0
	
0
	
10
	
6

	
	
	
	
	
	
Program Keluarga Berencana
	Prosentase jumlah Peserta KB / CPR
	
74,71
	
70,31
	
74,21
	
67,13
	
90,46 %
	
74,71
	
67,13
	
89,85

	

2
	

14
	

03
	
2.0
1
	

02
	
Pelayanan KIE Program KKBPK mengunakan MUPEN
	Jumlah Pelayanan KIE Program KKBPK
mengunakan
MUPEN
	
263
Kegiatan
	

114
	

0
	

0
	

0
	

55
	

199
	

75

	

2
	

14
	

03
	
2.0
1
	

05
	
Pelayanan KIE KKBK Melallui Pemasangan Baloho
	jumlah Pelayanan KIE Program KKBPK Melaluli Pemasangan Baliho
	

83 Buah
	

24
	

0
	

0
	

0
	

3
	

27
	

32

	

2
	

14
	

03
	
2.0
1
	

05
	
Pelayanan KIE KKBK Melallui Pemasangan MMT Baloho
	jumlah Pelayanan KIE Program KKBPK Melaluli Pemasangan MMT
Baliho
	

78 Buah
	

42
	

0
	

0
	

0
	

42
	

84
	

108

	
2
	
14
	
03
	
2.0
3
	
06
	Pembangunan Ruang rapat Balai Penyuluh KB
	Jumlah Ruang rapat bagi UPT Dinas KB
	
8 Unit
	
1
	
0
	
0
	
0
	
0
	
1
	
12

	
2
	
14
	
03
	
2.0
3
	
08
	
Pembinaan Keluarga Berencana
	Jumlah Pembinaan Keluarga Berencana
	
30
Kegiatan
	
18
	
6
	
2
	
33 %
	
6
	
26
	
86
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Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan
	



Indikator / Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
	


Target kinerja capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2022
	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2020
(tahun n-3)
	
Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun 2021 (tahun lalu /n-2)
	


Target program / kegiatan Renja tahun 2022
(tahun n-1)
	
Perkiraan realisasi capaian target Renstra s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)

	
	
	
	
	
	
Renja Perangkat Daerah tahun 2021 /
(tahun n-2)
	Realisasi Renja Perangka t Daerah tahun 2021
/(tahun n-2)
	

Tingkat Realisasi (%)
	
	Realisasi capaian Program dan Anggaran s/d tahun 2022
	

Tingkat capaian (%)

	
2
	
14
	
03
	
2.0
4
	
03
	Pelayananan KIE KB melalui kelompok
masyarakat / lembaga ( Kampung KB )
	
Jumlah Kampung KB
	
120
Poktan
	
48
	
0
	
0
	
0
	
24
	
72
	
60

	
2
	
14
	
02
	
2.0
2
	
02
	Pendataan Keluarga Peserta KB dan Keluarga Pra Sejahtera
	Jumlah Cakupan Pendataan Keluarga
Berencna
	
1420
Desa
	
568
	
0
	
0
	
0
	
284
	
284
	
20

	


2
	


14
	


03
	

2.0
4
	


01
	
Pembinaan Keluarga Berencana melalui fasilitasi orientasi program KKBPK bagi ormas Keagamaan
	Jumlah Pembinaan Keluarga Berencana melalui fasilitasi orientasi program KKBPK
bagi ormas Keagamaan
	

20
Kegiatan
	


8
	


0
	


0
	


0
	


4
	


4
	


20

	
2
	
14
	
03
	
2.0
3
	
08
	
Pelaksanaan Hari keluarga Nasional
	
Pelaksanaan Hari keluarga Nasional
	
5
Kegiatan
	
3
	
1
	
1
	
100%
	
1
	
4
	
80

	
2
	
14
	
02
	
2.0
1
	
15
	
Rapat Kerja daerah program KKBPK
	Rapat Kerja daerah program KKBPK
	5
Kegiatan
/Org
	
5
	
1
	
1
	
100%
	
1
	
7
	
140

	

2
	

14
	

02
	

2.0
2
	

14
	
Pembinaan Keluarga Berencana melalui fasiltasi Pencatatan dan Pelaporan di Kinik KB
	Cakupan Pembinaan fasiltasi Pencatatan dan
Pelaporan di Kinik KB
	

280 KKB
	

162
	

54
	

54
	

100%
	

54
	

270
	

96

	
2
	
14
	
03
	
2.0
1
	
02
	Operasional Petugas Pembantu KB Desa/PPKBD
	
Jumlah Ops PPKBD
	
1485
Orang
	
879
	
297
	
297
	
100%
	
297
	
1473
	
99
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Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan
	



Indikator / Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
	


Target kinerja capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2022
	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2020
(tahun n-3)
	
Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun 2021 (tahun lalu /n-2)
	


Target program / kegiatan Renja tahun 2022
(tahun n-1)
	
Perkiraan realisasi capaian target Renstra s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)

	
	
	
	
	
	
Renja Perangkat Daerah tahun 2021 /
(tahun n-2)
	Realisasi Renja Perangka t Daerah tahun 2021
/(tahun n-2)
	

Tingkat Realisasi (%)
	
	Realisasi capaian Program dan Anggaran s/d tahun 2022
	

Tingkat capaian (%)

	

2
	

14
	

02
	
2.0
1
	

14
	Pembinaan Keluarga Berencana melalui fasilitasi Evaluasi
Pelaksanaan program KB tribulanan
	
Jumlah Kegiatan Evaluasi
	
600
Orang
	

360
	

120
	

120
	

100%
	

0
	

480
	

80

	
2
	
14
	
03
	
2.0
3
	
06
	Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan Keuarga Berencana
	Jumlak Sarana Prasarana Pelayanan KB
	
22 unit
	
18
	
15
	
15
	
100%
	
0
	
33
	
150

	
2
	
14
	
03
	
2.0
3
	
11
	Biaya operasional Keluarga Berencana ( BO KB )
	Jumlah Kegiatan Operasional Kelaurga Berencana
	
25
Kegiatan
	
15
	
5
	
5
	
100%
	
5
	
25
	
100

	
	
	
	
	
	
Program Pelayanan Kontrasepsi
	
Prosentase Un Meed Need
	
10
	
12,78
	
11,08
	
15,46
	
72 %
	
10
	
15,46
	
65

	
2
	
14
	
03
	
2.0
3
	
11
	
Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
	Jumlah Peserta KB IUD Implant yang terlayani
	
1200
Akseptor
	
720
	
240
	
240
	
100%
	
240
	
1200
	
100

	
2
	
14
	
03
	
2.0
3
	
11
	
Dukungan pelayanan KB MOW/MOP
	Jumlah Peserta KB MOP / MOW
yang terlayani
	
150
Akseptor
	
80
	
30
	
30
	
100%
	
30
	
140
	
93

	
2
	
14
	
03
	
2.0
3
	
06
	
Pengadaan obat efek samping kontrasepsi
	Tersedianya Obatefek samping Kontrasepsi
	
28 Jenis
	
14
	
7
	
7
	
100%
	
7
	
28
	
100

	
2
	
14
	
03
	
2.0
3
	
6
	Pengadaan Sarana Prasarana Klinik KB ( KKB )
	
Jumlah Sarpras Klinik KB
	
168 Unit
	
18
	
0
	
0
	
0
	
15
	
33
	
20
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Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan
	



Indikator / Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
	


Target kinerja capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2022
	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2020
(tahun n-3)
	
Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun 2021 (tahun lalu /n-2)
	


Target program / kegiatan Renja tahun 2022
(tahun n-1)
	
Perkiraan realisasi capaian target Renstra s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)

	
	
	
	
	
	
Renja Perangkat Daerah tahun 2021 /
(tahun n-2)
	Realisasi Renja Perangka t Daerah tahun 2021
/(tahun n-2)
	

Tingkat Realisasi (%)
	
	Realisasi capaian Program dan Anggaran s/d tahun 2022
	

Tingkat capaian (%)

	

2
	

14
	

03
	
2.0
3
	

04
	
Penanganan kegagalan dan komplikasi kontrasepsi
	Jumlah Penanganan kegagalan dan
komplikasi kontrasepsi
	
40
Akseptor
	

19
	

8
	

8
	

100%
	

4
	

31
	

78

	
2
	
14
	
03
	
2.0
3
	
12
	
Promosi pelayanan KHIBA
	
Jumlah Peserta Promoso KHIBA
	
75 Orang
	
68
	
15
	
15
	
100%
	
15
	
98
	
144

	
	
	
	
	
	Kampanye KB melalui Leaflet, Banner dan Souvenir KB
	Tersedianya melalui Leaflet, Banner dan Souvenir KB
	
25 Jenis
	
15
	
5
	
5
	
100%
	
5
	
25
	
100

	
2
	
14
	
03
	
2.0
3
	
10
	Pertemuan Tim Jaga Mutu Pelayanan KB Tingkat Kabupaten
Cilacap
	
Jumlah Peserta Tim jaga Mutu
	
65 Orang
	
20
	
20
	
20
	
100%
	
25
	
65
	
100

	
2
	
14
	
03
	
2.0
3
	
02
	
Bintek Pengelolaan Alokon di KKB
	
Jumlah KKB Yang dibentek
	
56 kkb
	
20
	
15
	
15
	
100%
	
15
	
50
	
89

	
2
	
14
	
03
	
2.0
3
	
06
	Pengadaan Srana Prasarana Pelayanan Kontrasepsi
	Jumlah Srana Prasarana Pelayanan
Kontrasepsi
	
47 Unit
	
0
	
0
	
0
	
0
	
10
	
10
	
21

	
2
	
14
	
03
	
2.0
3
	
06
	
Penyediaan Alat dan obat Kontrasepsi
	Tersedianya Alat dan obat Kontrasepsi
	
60 Paket
	
36
	
12
	
12
	
100
	
12
	
60
	
100

	
	
	
	
	
	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
	Persentase desa/kelurahan yang memiliki Tribina Keluarga
Berencana aktif
	

75
	

59
	

72
	

93
	

115 %
	

75
	

93
	

110
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Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan
	



Indikator / Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
	


Target kinerja capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2022
	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2020
(tahun n-3)
	
Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun 2021 (tahun lalu /n-2)
	


Target program / kegiatan Renja tahun 2022
(tahun n-1)
	
Perkiraan realisasi capaian target Renstra s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)

	
	
	
	
	
	
Renja Perangkat Daerah tahun 2021 /
(tahun n-2)
	Realisasi Renja Perangka t Daerah tahun 2021
/(tahun n-2)
	

Tingkat Realisasi (%)
	
	Realisasi capaian Program dan Anggaran s/d tahun 2022
	

Tingkat capaian (%)

	
2
	
14
	
04
	
2.0
1
	
03
	Pembinaan Kelompok BKB Melalui Temu Kader BKB
	Jumlah kader yang mengikuti Pembinaan BKB
	24
Kelompo k
	
15
	
5
	
5
	
100
	
4
	
24
	
100

	
2
	
14
	
04
	
2.0
1
	
03
	
Pelatihan  Kader  Tri bina ( BKB, BKR, BKL )
	
Jumlah Peserta
	
200
Orang
	
120
	
0
	
0
	
0
	
40
	
160
	
80

	
2
	
14
	
04
	
2.0
1
	
02
	Pengadaan Kartu Kembang Anak dan buku saku tribina
	
Jumlah kartu BKB Baru
	
40.000
Lembar
	
20.000
	
10.000
	
10.000
	
100%
	
10.000
	
40.000
	
100

	
2
	
14
	
04
	
2.0
1
	
02
	
Pengadaan BKB, BKR dan BKl Kit
	
Jumlah BKB Kit, BKB Kit, BKL Kit
	
20 Unit
	
14
	
0
	
0
	
0
	
0
	
14
	
70

	
2
	
14
	
04
	
2.0
1
	
04
	Pembinaan Kelompok BKB Melalui Pemilihan Kelompok BKB Teladan
	
Kelompok BKB Teladan
	24
Kelompo k
	
15
	
0
	
0
	
0
	
5
	
20
	
83

	
2
	
14
	
04
	
2.0
2
	
03
	Pengembangan Kualitas Kelompok BKR Melaui Orientasi Program Genre Bagi Kader BKR
	
Kegiatan Orentasi Genre
	
125
Kader
	
75
	
25
	
25
	
100
	
25
	
125
	
100

	

2
	

14
	

04
	
2.0
2
	

03
	
Pembinaan Kelompok BKR Melalui Pemilihan Kelompok BKR Teladan
	Meningkatnya komitmen dan motivasi serta daya saing
Kelompok BKR
	
24
Kelompo k
	

24
	

0
	

0
	

0
	

0
	

24
	

100



	





Kode
	




Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan
	



Indikator / Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
	


Target kinerja capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2022
	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2020
(tahun n-3)
	
Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun 2021 (tahun lalu /n-2)
	


Target program / kegiatan Renja tahun 2022
(tahun n-1)
	
Perkiraan realisasi capaian target Renstra s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)

	
	
	
	
	
	
Renja Perangkat Daerah tahun 2021 /
(tahun n-2)
	Realisasi Renja Perangka t Daerah tahun 2021
/(tahun n-2)
	

Tingkat Realisasi (%)
	
	Realisasi capaian Program dan Anggaran s/d tahun 2022
	

Tingkat capaian (%)

	
2
	
14
	
04
	
2.0
2
	
03
	Peningkatan Kualitas Lansia melalui pembinaan kelompok BKL
	
Terlaksananya Pembinaan Lansia
	24
Kelompo k
	
18
	
0
	
0
	
0
	
6
	
24
	
100

	
2
	
14
	
04
	
2.0
2
	
03
	Pembinaan Kelompok BKL Melalui Pemilihan Kelompok BKL Teladan
	Terlaksananya Pemilihan BKL Teladan
	24
Kelompo k
	
24
	
0
	
0
	
0
	
0
	
24
	
100

	
2
	
14
	
04
	
2.0
1
	
03
	Peningkatan kualitas Data Bina 2 Melalui pelatihan Aplikasi Online
	Tersedianya data yang valid mengenai data bina keluarga
	
150
Orang
	
48
	
0
	
0
	
0
	
0
	
48
	
32

	
	
	
	
	
	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
	Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) aktif
	

60
	

48
	

56
	

70
	

125 %
	

60
	

70
	

117

	
2
	
14
	
04
	
2.0
2
	
02
	Fasilitasi Pelayanan KRR Melalui Revitalisasi Saka Kencana
	Terlaksanya Revitalisasi saka kemcana
	
375
Orang
	
225
	
75
	
75
	
100
	
75
	
375
	
100

	
2
	
14
	
04
	
2.0
2
	
03
	Pembinaan PIK R Melalui Pemilihan Kelompok PIK R Teladan
	
Terlaksananya pemilihan PIK R
	
375
Orang
	
225
	
75
	
75
	
100
	
75
	
375
	
100

	
2
	
14
	
04
	
2.0
2
	
03
	Pengembangan Program Genre  melalui pemilihan duta genre
	Terlaksanaya Pemilihan duta Genre
	
375
Orang
	
225
	
75
	
75
	
100
	
75
	
375
	
100

	
2
	
14
	
04
	
2.0
1
	
07
	Peningkatan Kualitas Pemahaman Kesehatan Reproduksi Melalui Advokasi di Sekolah
	Terlaksananhya Pembinaan RR di Sekolah
	
8
Sekolah
	
0
	
0
	
0
	
0
	
8
	
8
	
100



	





Kode
	




Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan
	



Indikator / Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
	


Target kinerja capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2022
	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2020
(tahun n-3)
	
Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun 2021 (tahun lalu /n-2)
	


Target program / kegiatan Renja tahun 2022
(tahun n-1)
	
Perkiraan realisasi capaian target Renstra s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)

	
	
	
	
	
	
Renja Perangkat Daerah tahun 2021 /
(tahun n-2)
	Realisasi Renja Perangka t Daerah tahun 2021
/(tahun n-2)
	

Tingkat Realisasi (%)
	
	Realisasi capaian Program dan Anggaran s/d tahun 2022
	

Tingkat capaian (%)

	



2
	



14
	



04
	


2.0
1
	



07
	

Pembinaan dan pengembangan PIK Remaja bagi kelompk Remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah
	Jmlah kegiatan pelatihan
	


100
Orang
	



0
	



0
	



0
	



0
	



100
	



100
	



100

	
2
	
14
	
04
	
2.0
2
	
03
	Peningkatan Kualitas PIK R Melui Pengebangan PIK R
	
Tingkatan Kelompok Pik R
	40
Kelompo k
	
0
	
0
	
0
	
0
	
40
	
40
	
100

	
	
	
	
	
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
	Rasio Program dan kegitan responsif gender di SKPD
	

100
	

40
	

80
	

83,01
	

104 %
	

100
	

86,8
	

86,8

	
2
	
08
	
02
	
2.0
1
	
04
	Kegiatan Pelatihan PPRG bagi Perencana SKPD
	Jumlah perencana SKPD yang melaksanakan PPRG
	
150
Orang
	
100
	
0
	
0
	
0
	
50
	
150
	
100

	
2
	
08
	
02
	
2.0
1
	
02
	
Kegiatan Evaluasi pelaksanaan PUG
	Rasio jml SKPD yg sudah melakukan PUG
	
300
	
180
	
60
	
60
	
100
	
60
	
320
	
106



	





Kode
	




Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan
	



Indikator / Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
	


Target kinerja capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2022
	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2020
(tahun n-3)
	
Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun 2021 (tahun lalu /n-2)
	


Target program / kegiatan Renja tahun 2022
(tahun n-1)
	
Perkiraan realisasi capaian target Renstra s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)

	
	
	
	
	
	
Renja Perangkat Daerah tahun 2021 /
(tahun n-2)
	Realisasi Renja Perangka t Daerah tahun 2021
/(tahun n-2)
	

Tingkat Realisasi (%)
	
	Realisasi capaian Program dan Anggaran s/d tahun 2022
	

Tingkat capaian (%)

	
	
	
	
	
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
	Prosentase Perempuan yang menjadi calon anggota legislatif
	

22
	

39
	

22
	

39
	

177 %
	

22
	

39
	

177

	


2
	


08
	


02
	

2.0
2
	


01
	
Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi bagi anggota partai dan anggota organisasi masyarakat
	Jumlah perempuan yang Mengikuti Advokasi dan sosilaisasi bagi kader partai dan
organasi masyarakat
	

500
Orang
	


100
	


100
	


100
	


0
	


0
	


200
	


40

	
2
	
08
	
02
	
2.0
2
	
02
	
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
	50
Organisa si
	
40
	
10
	
10
	
100%
	
10
	
60
	
120

	

2
	

08
	

02
	

2.0
2
	

01
	
Peningkatan Peran Politik Perempuan dalam Pembanguan sesuai perspektif Gender
	Terlaksananya Peningkatan Peran Politik Perempuan dalam Pembanguan
sesuai perspektif Gender
	

300
Orang
	

300
	

0
	

0
	

0
	

0
	

300
	

100

	

2
	

08
	

02
	

2.0
2
	

01
	
TOT Pemberdayaan Peran Politik Perempuan dalam Pembanguan sesuai perspektif Gender
	Terlaksananya Peningkatan Peran Politik Perempuan dalam Pembanguan sesuai perspektif
Gender
	

300
Orang
	

240
	

60
	

60
	

100%
	

0
	

300
	

100



	





Kode
	




Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan
	



Indikator / Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
	


Target kinerja capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2022
	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2020
(tahun n-3)
	
Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun 2021 (tahun lalu /n-2)
	


Target program / kegiatan Renja tahun 2022
(tahun n-1)
	
Perkiraan realisasi capaian target Renstra s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)

	
	
	
	
	
	
Renja Perangkat Daerah tahun 2021 /
(tahun n-2)
	Realisasi Renja Perangka t Daerah tahun 2021
/(tahun n-2)
	

Tingkat Realisasi (%)
	
	Realisasi capaian Program dan Anggaran s/d tahun 2022
	

Tingkat capaian (%)

	
	
	
	
	
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
	Prosentase Organisasi Wanita yang Aktif
	

96
	

83
	

92
	

94
	

102 %
	

96
	

97,14
	

101

	

2
	

08
	

02
	
2.0
2
	

01
	
Pelaksanaan Peringatan Hari Kartini dan hari Ibu
	Terlaksananya Perayaan hari Kartini dan hari Ibu
	
4000
Orang
	

1600
	

800
	

100
	

12%
	

800
	

2500
	

63

	


2
	


08
	


04
	

2.0
1
	


03
	
Capacity Buliding bagi Ibu rumah tangga penyandang ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS)
	Terlaksananya Capacity Buliding bagi Ibu rumah tangga penyandang ODHA (Orang Dengan
HIV/AIDS)
	

500
Orang
	


0
	


0
	


0
	


0
	


0
	


0
	


0

	

2
	

08
	

03
	

2.0
3
	

04
	
Fasilitasi organisasi Darmawanita Persatuan dan GOP TKI Kab. Cilacap
	Terlaksanaya Fasilitasi organisasi Darmawanita Persatuan dan GOP TKI Kab.
Cilacap
	

1750
Orang
	

1050
	

350
	

350
	

100
	

350
	

1750
	

100

	
	
	
	
	
	
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
	Persentase Perempuan Yang Bekerja,atau mempunyai usaha
	

47,5
	

43
	

47
	

46
	

98 %
	

47,5
	

46
	

97



	





Kode
	




Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan
	



Indikator / Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
	


Target kinerja capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2022
	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2020
(tahun n-3)
	
Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun 2021 (tahun lalu /n-2)
	


Target program / kegiatan Renja tahun 2022
(tahun n-1)
	
Perkiraan realisasi capaian target Renstra s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)

	
	
	
	
	
	
Renja Perangkat Daerah tahun 2021 /
(tahun n-2)
	Realisasi Renja Perangka t Daerah tahun 2021
/(tahun n-2)
	

Tingkat Realisasi (%)
	
	Realisasi capaian Program dan Anggaran s/d tahun 2022
	

Tingkat capaian (%)

	

2
	

08
	

02
	
2.0
2
	

01
	
Kegiatan Pelatihann Ketrampilan Bagi perempuan
	Jumlah perempuan yang mengikuti pelatihan usaha
	
750
Orang
	

300
	

150
	

150
	

100
	

150
	

600
	

80

	

2
	

08
	

03
	
2.0
3
	

01
	Kegiatan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi korban KDRT
	Jumlah peserta pendidikan dan ketrampilan bagi korban KDRT
	
150
Orang
	

120
	

0
	

0
	

0
	

30
	

150
	

100

	

2
	

08
	

02
	
2.0
2
	

01
	
Kegiatan Penyuluhan Ekonomi Produktif bagi Perempuan
	Jumlah peserta penyuluhan Ekonomi Produktif bagi perempuan
	
500
Orang
	

300
	

100
	

100
	

100
	

100
	

500
	

100

	




2
	




08
	




03
	



2.0
3
	




01
	

Kegiatan koordinasi Pelaksanaan Pemberdayaan perempuan di Bidang ekomoni ( pendukung peningkatan pendapatan perempuan dalam keluarga )
	Jumlah Peserta Kegiatan koordinasi Pelaksanaan Pemberdayaan perempuan di Bidang ekomoni ( pendukung peningkatan pendapatan
perempuan dalam keluarga )
	




50 Orang
	




50
	




0
	




0
	




0
	




0
	




50
	




100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	





Kode
	




Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan
	



Indikator / Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
	


Target kinerja capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2022
	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2020
(tahun n-3)
	
Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun 2021 (tahun lalu /n-2)
	


Target program / kegiatan Renja tahun 2022
(tahun n-1)
	
Perkiraan realisasi capaian target Renstra s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)

	
	
	
	
	
	
Renja Perangkat Daerah tahun 2021 /
(tahun n-2)
	Realisasi Renja Perangka t Daerah tahun 2021
/(tahun n-2)
	

Tingkat Realisasi (%)
	
	Realisasi capaian Program dan Anggaran s/d tahun 2022
	

Tingkat capaian (%)

	
	
	
	
	
	
Program Peningkatan Kualitas Kualitas Keluarga
	Rasio Korban Kekerasan terhadap perempuan
	

0,00025
	

0,0001
	

0,00026
	

0,0001
	

260 %
	

0,00025
	

0,0001
	

250

	

2
	

08
	

04
	

2.0
1
	

02
	
Sosialisasi Perlindungan Anak dan Perempuan melalui Pengadaan Baliho
	Tersedianya Media KIE Kekerasan terhadap Permpuan dan anak melalui
Penyediaan Baliho
	

41 Unit
	

13
	

0
	

0
	

0
	

0
	

13
	

32

	
	
	
	
	
	
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak
	Persentase Forum Anak yang terbentuk (kab/kota, Kecamatan dan
Kelurahan)
	

15
	

17,61
	

44,80
	

254 %
	

19,37
	

44,80
	

231 %
	

	

2
	

08
	

06
	
2.0
1
	

01
	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
	
Jumlah Peserta yang mengikuti Advokasi
	
550
Orang
	

115
	

0
	

0
	

0
	

0
	

115
	

21

	

2
	

08
	

04
	
2.0
1
	

02
	Kegiatan Sosialisasi UU Perlindungan anak PKDRT dan pornografi di tk. Kecamatan / desa/ sekolah
	
Jumlah Peserta yang mengikuti Sosilaisasi
	
9200
Orang
	

3000
	

1500
	

1500
	

100
	

1500
	

6000
	

65

	

2
	

08
	

03
	
2.0
3
	

01
	Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT
	
Jumlah Peserta yang mengikuti TOT
	
210
Orang
	

198
	

0
	

0
	

0
	

0
	

198
	

94



	





Kode
	




Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan
	



Indikator / Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
	


Target kinerja capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2022
	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2020
(tahun n-3)
	
Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun 2021 (tahun lalu /n-2)
	


Target program / kegiatan Renja tahun 2022
(tahun n-1)
	
Perkiraan realisasi capaian target Renstra s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)

	
	
	
	
	
	
Renja Perangkat Daerah tahun 2021 /
(tahun n-2)
	Realisasi Renja Perangka t Daerah tahun 2021
/(tahun n-2)
	

Tingkat Realisasi (%)
	
	Realisasi capaian Program dan Anggaran s/d tahun 2022
	

Tingkat capaian (%)

	

2
	

08
	

07
	
2.0
2
	

04
	
Pelaksanaan Rakor PPT Tingkat Kabupaten / Kecamatan
	
Terlaksananya Rakor PPT Tk. Kecamatan
	
5
Kegiatan
	

4
	

1
	

1
	

100
	

0
	

5
	

100

	

2
	

08
	

06
	
2.0
1
	

01
	
Fasilitasi Perlindungan perempuan dan anak melalui Citra
	Terlaksananya Penanganan Korban Terhadap Perempuan dan anak
	
559
Kasus
	

360
	

100
	
100
	

100
	

100
	

560
	

100

	

2
	

08
	

04
	
2.0
1
	

02
	
Kegiatan Pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu Balita ( GSIB )
	Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu Balita ( GSIB )
	
2700
Orang
	

1500
	

500
	

500
	

100
	

700
	

2700
	

100

	


2
	


08
	


06
	


2.0
2
	


04
	
Peningkatan / pembinaan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak ( P2TP2A )
	Terlaksananya Peningkatan / pembinaan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan
perempuan dan anak ( P2TP2A )
	


1250
Orang
	


750
	


250
	


250
	


100
	


250
	


1250
	


100

	

2
	

08
	

07
	

2.0
3
	

02
	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak
Kekerasan melalui Forum anak
	
Terbentuknya Forum Anak Tingkat Kecamatan
	
24
Kelompo k
	

15
	

5
	

5
	

100
	

4
	

24
	

100



	





Kode
	




Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan
	



Indikator / Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
	


Target kinerja capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2022
	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2020
(tahun n-3)
	
Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun 2021 (tahun lalu /n-2)
	


Target program / kegiatan Renja tahun 2022
(tahun n-1)
	
Perkiraan realisasi capaian target Renstra s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)

	
	
	
	
	
	
Renja Perangkat Daerah tahun 2021 /
(tahun n-2)
	Realisasi Renja Perangka t Daerah tahun 2021
/(tahun n-2)
	

Tingkat Realisasi (%)
	
	Realisasi capaian Program dan Anggaran s/d tahun 2022
	

Tingkat capaian (%)

	

2
	

08
	

06
	

2.0
1
	

01
	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan melalui
Bintek KHA ( Konvensi Hak Anak )
	
Terlaksanaya Bintek KHA Bagi Stakholeder..LSM dan LSOM..
	

250
Orang
	

100
	

50
	

50
	

100
	

50
	

200
	

80

	

2
	

08
	

06
	

2.0
2
	

03
	
Pelaksanaan Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Kab. Cilacap
	Terlaksanaya Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Kab.
Cilacap ( 3 Sub Kegiatan )
	

3000
Orang
	

1130
	

550
	

100
	

200
	

550
	

1780
	

59

	

2
	

08
	

07
	
2.0
3
	

03
	
Pembentuk Gugus Tugas KLA Tk.
Kecamatan
	
Terbentuknya Gugus Tugas KLA Tk. Kecamatan
	
24
Kelompo k
	

24
	

24
	

24
	

100
	

24
	

72
	

300

	

2
	

08
	

07
	
2.0
3
	

03
	
Pendirian  Tesa   ( Telepon Sahabat Anak )
	
Berjalannya Telepon Sahabat Anak
	
600
Orang
	

300
	

0
	

0
	

0
	

300
	

600
	

100

	

2
	

08
	

07
	
2.0
3
	

03
	
Pembentukan Gugus Tugas Perlindungan Anak di Sekolah
	Terbentuknya Gugus Tugas Perlindungan Anak di Sekolah
	
503
Orang
	

208
	

125
	

125
	

100
	

0
	

333
	

66



	





Kode
	




Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan
	



Indikator / Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
	


Target kinerja capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2022
	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2020
(tahun n-3)
	
Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun 2021 (tahun lalu /n-2)
	


Target program / kegiatan Renja tahun 2022
(tahun n-1)
	
Perkiraan realisasi capaian target Renstra s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)

	
	
	
	
	
	
Renja Perangkat Daerah tahun 2021 /
(tahun n-2)
	Realisasi Renja Perangka t Daerah tahun 2021
/(tahun n-2)
	

Tingkat Realisasi (%)
	
	Realisasi capaian Program dan Anggaran s/d tahun 2022
	

Tingkat capaian (%)

	

2
	

08
	

07
	
2.0
3
	

02
	
Pelatihan Kader Pendamping di lingkungan Sekolah
	
Jumlah kader Pendamping yang dilatih
	
300
Orang
	

126
	

100
	

100
	

100
	

0
	

200
	

67

	

2
	

08
	

06
	
2.0
1
	

01
	
	
Jumlah kader Pendamping yang dilatih
	
225
Orang
	

276
	

0
	

0
	

0
	

0
	

276
	

122

	

2
	

08
	

07
	
2.0
2
	

03
	Sosialisasi tentang Pentingnya ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum )
	Terlaksanaya Sosialisasi tentang Pentingnya ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum)
	
24
Kegiatan
	

10
	

5
	

5
	

100
	

5
	

20
	

83

	

2
	

08
	

04
	

2.0
1
	

03
	
Pembentukan Puspaga ( Pusat Pembelajaran Keluarga )
	Terbentuknya PUSPAGA ( Pusat Pembelajaran Keluarga ) di
Tingkat Kabupaten
	

20
kegiatan
	

0
	

0
	

0
	

0
	

5
	

5
	

25

	
	
	
	
	
	
Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum ( ABH )
	
% anak yang tertangani
	

75
	

20
	

20
	

20
	

100
	

20
	

60
	

80

	
	
	
	
	
	
Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
	
	

100 %
	

32 %
	

100 %
	

100 %
	

100 %
	

100 %
	

100 %
	

36



	





Kode
	




Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan
	



Indikator / Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
	


Target kinerja capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2022
	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2020
(tahun n-3)
	
Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun 2021 (tahun lalu /n-2)
	


Target program / kegiatan Renja tahun 2022
(tahun n-1)
	
Perkiraan realisasi capaian target Renstra s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)

	
	
	
	
	
	
Renja Perangkat Daerah tahun 2021 /
(tahun n-2)
	Realisasi Renja Perangka t Daerah tahun 2021
/(tahun n-2)
	

Tingkat Realisasi (%)
	
	Realisasi capaian Program dan Anggaran s/d tahun 2022
	

Tingkat capaian (%)

	

2
	

08
	

01
	
	

01
	
Pendidikan dan Pelatihan formal
	
Terlaksananya Pelatihan Karyawan
	
150
orang
	

48
	

5
	

2
	

40
	

5
	

55
	

36

	

2
	
0
8
	

03
	
	
	
Program Peningkatan disiplin aparatur
	
	

100 %
	

68 %
	

100 %
	

100 %
	

100 %
	

100 %
	

100 %
	

118

	

2
	

08
	

03
	
	

5
	
Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
	
1000
orang
	

685
	

0
	

0
	

0
	

500
	

1185
	

237

	

2
	

08
	

01
	
	
	
Program Administrasi Perkantoran
	
	


72 bln
	


36 bln
	


12 bln
	


12 bln
	


100 %
	


12 bln
	


60 bln
	


84

	

2
	

08
	

01
	
	

2
	Penyediaan jasa Komunikasi, sumberdaya Air dan listrik
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	

72 bln
	

36 bln
	

12 bln
	

12 bln
	

100 %
	

12 bln
	

60 bln
	

84

	

2
	

08
	

01
	

7
	
Penyedian jasa adminstrasi keuangan
	
tersedianya jasa adminstrasi keuangan
	

72 bln
	

36 bln
	

12 bln
	

12 bln
	

100 %
	

12 bln
	

60 bln
	

84



	





Kode
	




Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan
	



Indikator / Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
	


Target kinerja capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2022
	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2020
(tahun n-3)
	
Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun 2021 (tahun lalu /n-2)
	


Target program / kegiatan Renja tahun 2022
(tahun n-1)
	
Perkiraan realisasi capaian target Renstra s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)

	
	
	
	
	
	
Renja Perangkat Daerah tahun 2021 /
(tahun n-2)
	Realisasi Renja Perangka t Daerah tahun 2021
/(tahun n-2)
	

Tingkat Realisasi (%)
	
	Realisasi capaian Program dan Anggaran s/d tahun 2022
	

Tingkat capaian (%)

	

2
	

08
	

01
	

10
	
Penyediaan alat tulis kantor
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	

72 bln
	

36 bln
	

12 bln
	

12 bln
	

100 %
	

12 bln
	

60 bln
	

84

	

2
	

08
	

01
	

11
	
Penyediaan Barang cetak dan penggandaan
	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	

72 bln
	

36 bln
	

12 bln
	

12 bln
	

100 %
	

12 bln
	

60 bln
	

84

	

2
	

08
	

01
	

13
	
Penyediaan Peralatan dan perelengkapan kantor
	Tersedianya Peralatan dan perelengkapan kantor
	

72 bln
	

36 bln
	

12 bln
	

12 bln
	

100 %
	

12 bln
	

60 bln
	

84

	

2
	

08
	

01
	

17
	
Penyediaan makan dan minum
	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	

72 bln
	

36 bln
	

12 bln
	

12 bln
	

100 %
	

12 bln
	

60 bln
	

84

	

2
	

08
	

01
	

18
	
Rapat -rapat Kordinasi dan Konsultasi keluar daerah
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	

72 bln
	

36 bln
	

12 bln
	

12 bln
	

100 %
	

12 bln
	

60 bln
	

84

	
	
	
	
	
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
	
	


100 %
	


50 %
	


100 %
	


100 %
	


100 %
	


20 %
	


80 %
	


80



	





Kode
	




Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan
	



Indikator / Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
	


Target kinerja capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2022
	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2020
(tahun n-3)
	
Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun 2021 (tahun lalu /n-2)
	


Target program / kegiatan Renja tahun 2022
(tahun n-1)
	
Perkiraan realisasi capaian target Renstra s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)

	
	
	
	
	
	
Renja Perangkat Daerah tahun 2021 /
(tahun n-2)
	Realisasi Renja Perangka t Daerah tahun 2021
/(tahun n-2)
	

Tingkat Realisasi (%)
	
	Realisasi capaian Program dan Anggaran s/d tahun 2022
	

Tingkat capaian (%)

	

2
	

08
	

02
	

22
	
Premeliharaan rutin berkala gedung kantor
	
Terpeliharanya Gedung kantor
	

100 %
	

50 %
	

20 %
	

20 %
	

100 %
	

20 %
	

90 %
	

90

	

2
	

08
	

02
	

24
	
Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan dinas / Opersional
	Terpeliharanya Kendaraan dinas
/ operasional roda empat dan roda 2
	Roda 4=10,
roda 2=186
	Roda 4=10,
roda 2=154
	
Roda 4=10,
roda 2=151
	Roda 4=10,
roda 2=151
	

100 %
	
Roda 4=10,
roda 2=154
	
Roda 4=10,
roda 2=154
	

8

	

2
	

08
	

02
	

30
	
Pemeliharaan rutin / Berkala
	
Terpeliharanya Peralatan Kantor
	

475
	

190
	

95
	

95
	

100 %
	

95
	

380
	

80

	

2
	

08
	

01
	
	
Program Perencanaan dan Pelaporan Kinerja
	Tersedianya Dokumen perencanaan pembangunan daerah
	


100 %
	


40%
	


100 %
	


100 %
	


100 %
	


100 %
	


100 %
	


80

	

2
	

08
	

01
	

29
	
Kegiatan Penyusunan Renstra / Renja
	
Tersusunnya Renstra / Renja SKPD
	
6
Dokumen
	

2 dok
	

1 dok
	

1 dok
	

100 %
	

1 dok
	

4 dok
	

80

	
	
	
	
	
Kegiatan Evaluasi dan Revisi Renstra
	
Terlaksananya Evaluasi renstra
	
2
Dokumen
	

0
	

2 dok
	

2 dok
	

100 %
	

0
	

2 dok
	

100



	





Kode
	




Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan
	



Indikator / Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
	


Target kinerja capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2022
	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2020
(tahun n-3)
	
Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun 2021 (tahun lalu /n-2)
	


Target program / kegiatan Renja tahun 2022
(tahun n-1)
	
Perkiraan realisasi capaian target Renstra s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)

	
	
	
	
	
	
Renja Perangkat Daerah tahun 2021 /
(tahun n-2)
	Realisasi Renja Perangka t Daerah tahun 2021
/(tahun n-2)
	

Tingkat Realisasi (%)
	
	Realisasi capaian Program dan Anggaran s/d tahun 2022
	

Tingkat capaian (%)

	
	
	
	
	
Penyusunan Profil Perempuan dan Anak
	

Jumlah Profil
	

2 Buku
	

1 Buku
	

0
	

0
	

0
	

1 Buku
	

2 Buku
	

100



Dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas KB PP PA Kabupaten Cilacap tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan karena anggaran mengalami refocusing akibat adanya pandemi Covid 19 adalah:
a. Program Program Keluarga Berencana,
b. Program Program Pelayanan Kontrasepsi.
2. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil agar target kinerja program/kegiatan dapat tercapai di akhir periode renstra adalah:
a. Kegiatan yang anggarannya mengalami refocusing akibat adanya pandemi Covid-19 agar dianggarkan kembali agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sehingga target indikator tercapai.
b. Jika ada keterbatasan anggaran yang memungkinkan tidak semua kegiatan mengalami refocusing dapat teranggarkan kembali maka penganggaran diprioritaskan pada kegiatan yang lebih urgent dan mendesak.
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2.2 [bookmark: 8.BAB 2.3.pdf (p.48-52)][bookmark: 8.BAB 2.3.pdf (p.48-52)]Analisis Kinerja pelayanan Dinas KB PP PA
Penyelenggaraan pelayanan Dinas KB PP PA Kabupaten Cilacap mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta  Tata  Kerja Dinas KB PP PA Kabupaten Cilacap, Dinas KB PP PA mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepada Daerah. Dinas KB PP PA Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2021 telah melaksanakan kegiatan utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, antara lain :

a. Perumuskan kebijakan di bidang  keluarga  berencana,  ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pengendalian penduduk,  penyuluhan dan penggerakan, pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak;
b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak;
c. Penyelenggarakan dan pengendalikan pelaksanaan kebijakan di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak;
d. Penyelenggarakan kebijakan kesekretariatan dinas dengan mengarahkan perencanaan/perumusan program dan pelaporan, pengelolaan keuangan dan aset, dan urusan umum dan kepegawaian;

Analisis kinerja pelayanan Dinas KB PP  PA  Kabupaten  Cilacap Tahun 2021 dilakukan dengan mengkaji terhadap capaian kinerja yang dibutuhkan dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Dinas KB PP PA Kabupaten Cilacap. Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas KB PP PA Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada tabel
2.2 sebagai berikut :




 (
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Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas KB PP PA Kabupaten Cilacap

OPD : Dinas KB PP PA Kabupaten Cilacap
	
NO
	
Indikator
	SPM/stan dar nasional
	
IKK
	Target Renstra PD
	Realisasi Capaian
	Proyeksi
	
Catatan Analisis

	
	
	
	
	Tahun ( n-2)
2019
	Tahun (n-1)
2020
	Tahun (n)
2021
	Tahun (n+1)
2022
	Tahun ( n-2)
2021
	Tahun (n-1)
2022
	Tahun (n) 2023
	Tahun (n+1)
2024
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)

	
	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Indek Pembangunan Gender ( IPG )
	
	
	86,80
	87,20
	87,6
	88,00
	86,96
	87,15
	87,32
	87,49
	Akan Tercapai

	2
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
	
	
	67,00
	67,30
	67,6
	77,9
	70,22
	70,22
	71,34
	71,72
	Akan Tercapai

	
3
	Prosentase Sumbangan pendapatan
perempuan dalam keluarga
	
	
	
46,00
	
46,50
	
47
	
47,5
	
46
	
47
	
-
	
-
	
Akan Tercapai

	
4
	Rasio Program dan kegiatan responsif
gender di Perangkat Daerah
	
	
	
20
	
40
	
80
	
100
	
83,01
	
84
	
87
	
91
	
Akan Tercapai

	
5
	Persentase Perempuan yang menjadi Calon Legislatif
	
	
	
22
	
22
	
22
	
22
	
39
	
39
	
39
	
25
	

	
6
	Rasio Kekerasan terhadap perempuan
termasuk TPPO
	
	
	0,0002
8
	
0,00027
	0,0002
6
	
0,00025
	
0,0001
	
0,0001
	
0,00008
	
0,00007
	
Sudah tercapai
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NO
	
Indikator
	SPM/stan dar nasional
	
IKK
	Target Renstra PD
	Realisasi Capaian
	Proyeksi
	
Catatan Analisis

	
	
	
	
	Tahun ( n-2)
2019
	Tahun (n-1)
2020
	Tahun (n)
2021
	Tahun (n+1)
2022
	Tahun ( n-2)
2021
	Tahun (n-1)
2022
	Tahun (n) 2023
	Tahun (n+1)
2024
	

	7
	Prosentase Organisasi perempuan yang aktif
	
	
	84
	88
	92
	96
	94,28
	94,7
	95
	97
	Akan Tercapai

	
8
	Prosentase kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO yang terlayani
	
	
	
80
	
83
	
85
	
90
	
100
	
100
	
-
	

-
	

Sudah Tercapai

	
9
	
Cakupan Keluarga yang terlayani PUSPAGA
	
	
	
-
	
-
	
-
	
-
	

0,00002
	

0,00003
	

0,00006
	

0,0001
	

	
10
	Persentase Kecamatan dan Desa / Kelurahan yang memiliki puspaga
	
	
	
-
	
-
	
-
	
-
	
1,6
	
7,9
	
31
	
53
	

	
11
	Persentase tingkat keterisian data Gender dan Anak dalam SIGA oleh
Perangkat daerah
	
	
	
-
	
-
	
-
	
-
	
70
	
75
	
82
	
89
	

	
12
	Persentase pencapaian desa/ kelurahan layak anak
	
	
	
-
	
-
	
-
	
-
	
40
	
42
	
43
	
45
	

	
13
	Persentase anak korban kekerasan yang di tangani terkait kabupaten
	
	
	
-
	
-
	
-
	
-
	

0,000172
	

0,000188
	

0,000195
	

0,000201
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NO
	
Indikator
	SPM/stan dar nasional
	
IKK
	Target Renstra PD
	Realisasi Capaian
	Proyeksi
	
Catatan Analisis

	
	
	
	
	Tahun ( n-2)
2019
	Tahun (n-1)
2020
	Tahun (n)
2021
	Tahun (n+1)
2022
	Tahun ( n-2)
2021
	Tahun (n-1)
2022
	Tahun (n) 2023
	Tahun (n+1)
2024
	

	
14
	
Tingkat capaian Kabupaten Layak Anak
	
	
	
700
	
750
	
800
	
850
	
705
	
705
	
Nindya
	

Nindya
	

Akan Tercapai

	
15
	
Kekerasan terhadap anak
	
	
	
0,125
	
0,123
	
0,122
	
0,120
	
0,018
	
0,120
	
-
	

-
	

Sudah Tercapai

	
16
	
Kecamatan layak anak
	
	
	
50,00
	
66,67
	
83,33
	
100
	
100
	
100
	
-
	
-
	
Sudah Tercapai

	
17
	Prosentase forum anak tingkat Kecamatan dan kelurahan yang
terbentuk
	
	
	
14,08
	
15,85
	
17,61
	
19,37
	
44,8
	
45
	
-
	
-
	

Sudah Tercapai

	
	Urusan Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
1
	Prosentase usia kawin pertama yang istrinya usia 20 th
	
	
	
21,40
	
21,00
	
21,60
	
21,20
	
15,80
	
19,36
	
18,10
	
17
	
Tercapai

	2
	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
	
	
	0,38
	0,34
	0,30
	0,26
	1,18
	1,18
	1,08
	0,98
	Belum Tercapai

	3
	TFR
	
	
	2,42
	2,38
	2,34
	2,23
	2,04
	2,20
	2,16
	2,09
	Tercapai

	4
	Prosentase jumlah peserta KB
	
	
	73,21
	73,21
	74,21
	74,71
	67,13
	67,67
	68,21
	68,65
	Belum Tercapai
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NO
	
Indikator
	SPM/stan dar nasional
	
IKK
	Target Renstra PD
	Realisasi Capaian
	Proyeksi
	
Catatan Analisis

	
	
	
	
	Tahun ( n-2)
2019
	Tahun (n-1)
2020
	Tahun (n)
2021
	Tahun (n+1)
2022
	Tahun ( n-2)
2021
	Tahun (n-1)
2022
	Tahun (n) 2023
	Tahun (n+1)
2024
	

	
5
	
Angka Unmeet Need
	
	
	
11,25
	
10,50
	
9,75
	
9,00
	
15,46
	
14,56
	
13,72
	
13,08
	
Belum Tercapai

	
6
	Prosentase desa
/kelurahan yang memiliki Tribina
keluarga Berencana Aktif
	
	
	
66
	
69
	
72
	
75
	
93
	
93
	
-
	
-
	
Tercapai

	
7
	Prosentase Pusat Informasi dan Konseling Aktif (PIK) Aktif
	
	
	
42
	
48
	
56
	
60
	
75
	
75
	
-
	
-
	
Tercapai

	

8
	Persentase Kelompok Masyarakat di bidang pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera yang di bina (UPPKS, PIK
KRR,BKL,BKB)
	
	
	

-
	

-
	

-
	

-
	

51
	

56
	

60
	

65
	



Dari tabel diatas diketahui bahwa target indikator kinerja Dinas KB PP PA Kabupaten Cilacap diperkirakan dapat dicapai diakhir periode Renstra, meskipun ada indikator yang belum tercapai. Selain itu ada indikator  yang  diperkirakan  akan melampaui target akhir renstra, yaitu Prosentase desa /kelurahan yang memiliki Tribina keluarga Berencana dan Prosentase forum anak tingkat Kecamatan dan kelurahan yang terbentuk.

2.3 [bookmark: 9. BAB 2.4.pdf (p.53-55)][bookmark: 9. BAB 2.4.pdf (p.53-55)]Isu-Isu  penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas KB PP   PA

Dinas KB PP PA Kabupaten Cilacap mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang meliputi fungsi Perumusan, Pelaksanaan koordinasi, Pelaksanaan kebijakan dan Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas KB PP PA Kabupaten Cilacap tidak lepas dari permasalahan maupun isu-isu yang berkembang secara dinamis baik dalam pemerintahan maupun masyarakat.
Mendasarkan pada permasalahan yang ada pada Dinas KB PP PA Kabupaten Cilacap, dapat disimpulkan bahwa permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
1. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
a. Masih tingginya Angka kelahiran remaja, dari hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 yang dipublikasikan di Tahun 2018 baru-baru ini menunjukkan 36 dari 1.000 perempuan Indonesia melahirkan di usia remaja atau 15 tahun hingga 19 tahun.
b. Masih kurangnya tenaga Petugas Lapangan KB, 73 PKB mengampu 269 desa 15 Kelurahan
c. Masih kurangnya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
d. Masih tingginya angka unmeet need KB yaitu 15,46 %

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
a. Masih Tingginya Kasus Kekerasan terhadap perempuan  dan  anak, data tahun 2021 untuk kasus kekerasan sejumlah 83 kasus dengan jumlah korban 102, dengan perincian 95 adalah korban anak dan 7 lainnya adalah korban dewasa.
b. Masih rendahnya pemahaman pengarasutamaan gender (PUG) di Kabupaten Cilacap
c. Rencana Aksi Nasional Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN TPPO),
d. Rencana Aksi Nasional Tumbuh Kembang dan Perlindungan Anak,
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2.4 Review terhadap RKPD

Rencana Kerja (Renja) Dinas KB PP PA Kabupaten Cilacap tahun 2023 merupakan penjabaran dari visi pembangunan daerah tahun 2005-2025 : “Cilacap yang Berbudaya dan sejahtera” Visi Pembangunan Kabupaten Cilacap 20 tahun ke depan di harapkan mempu mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat dengan tetap mengacu pada tujuan ekonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam UU Nomr 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yaitu daerah yang mempunyai kemandirian, daya saing dan mampu memberikan pelayanan publik dalam rangka pencapaian tujuan nasional yang diamanatkan dalam pembukaan UUD Tahun 1945. Disamping itu visi Kabupaten Cilacap tidak lepas dari Visi dalam RPJP Nasional dan dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah karena RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 di susun dengan memperhatikan RPJMN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah.
Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026.  Adapun  tujuan yang terkait adalah Tujuan 3: Meningkatkan Kesejahteraan dan Daya Saing Masyarakat, dengan sasaran:
a. Meningkatkan kualitas pendidikan;
b. Meningkatkan kualitas derajat kesehatan;
c. Meningkatkan kesetaraan, keadilan gender dan anak;
d. Meningkatkan pemerataan pendapatan masyrakat
Kemudian Dinas KB PP PA Kabupaten Cilacap melaksanakan sebagian dari tujuan 3 yaitu Meningkatkan kualitas pendidikan dan Meningkatkan kesetaraan, keadilan gender dan anak. Pada Tujuan ini pemerintah Kabupaten Cilacap akan mencapai kondisi pendidikan yang berkualitas, derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, penanganan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan dan Sosial) sesuai standar pelayanan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan  penataan desa dan pemanfataan dana desa, peningkatan kapasitas pemuda dan olahraga, peningkatan minat baca masyarakat serta peningkatan kualitas  kebudayaan  Kabupaten  Cilacap.  Secara  spesifik  Dinas  KB  PP
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PA Kabupaten Cilacap melaksanakan tugas pokok dan fungsi yaitu pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta peningkatan kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten Cilacap.
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tugas pokok yang diemban oleh Dinas KB PP PA sangatlah komplek dan besar, sehingga perlu ditunjang dengan sumber daya manusia yang profesional dan handal serta dukungan anggaran yang optimal. Dilihat dari kemampuan keuangan daerah, anggaran belanja Dinas KB PP PA Kabupaten Cilacap pada tahun 2022 terdiri dari belanja tidak langsung (gaji dan Tunjangan) sebesar Rp. 5.286.207.358,00,- Sedangkan belanja langsung sebesar Rp. 11.934.864.930,-. Apabila dibandingkan dengan anggaran tahun 2021, untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.286.207.358,- dan belanja langsung APBD 2021 sebesar Rp. 8.677.206.128,-. Dan DAK sebesar Rp. 9.031.347.000 Secara Rinci analisis kebutuhan terhadap Rancangan RKPD tersaji pada Tabel 2.3
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[bookmark: 10.Tabel 2.3.pdf (p.56-62)]TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RKPD TAHUN 2023 KABUPATEN CILACAP

	RKPD
	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

	

KODE
	
URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGI ATAN/ SUB KEGIATAN
	INDIKATOR KINERJA
	TARGET CAPAIAN KINERJA
	

PAGU INDIKATIF
	
URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGI ATAN/ SUB KEGIATAN
	INDIKATOR KINERJA
	TARGET CAPAIAN KINERJA
	

PAGU INDIKATIF

	
	
	
CAPAIAN PROGRAM
	KELUARAN SUB KEGIATAN
	
KASIL KEGIATAN
	
PROGRAM
	KELUARAN SUB
KEGIATAN
	HASIL KEGIATAN
	
	
	
CAPAIAN PROGRAM
	KELUARAN SUB KEGIATAN
	
KASIL KEGIATAN
	PROGRA M
	KELUARA N SUB
KEGIATAN
	HASIL KEGIATA
N
	

	2
	3
	4
	
	8
	9
	
	
	3
	4
	
	8
	9
	
	

	2
	
	
	
	
	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	
12.432.616.000
	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	
12.432.616.000

	2
	8
	
	
	
	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	
2.064.800.000
	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	
2.064.800.000

	2
	08
	02
	
	
	
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	910.000.000
	
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	910.000.000

	2
	08
	02
	201
	
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
	85.000.000
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
	85.000.000

	

2
	

08
	

02
	

201
	

02
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
	Rasio Program dan Kegiatan Responsif Gender di SKPD
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG)
Kewenangan
	Tercapainya Rasio Program dan Kegiatan Responsif Gender SKPD
	87%
	1 Dokumen
	20%
	35.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
	Rasio Program dan Kegiatan Responsif Gender di SKPD
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG)
Kewenangan
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota
	85%
	1 Dokumen
	50%
	35.000.000

	



2
	



08
	



02
	



201
	



04
	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
	Rasio Program dan Kegiatan Responsif Gender di SKPD
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif
Gender(PPRG)
	Tercapainya Rasio Program dan Kegiatan Responsif Gender SKPD
	87%
	29 OPD
	20%
	50.000.000
	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
	Rasio Program dan Kegiatan Responsif Gender di SKPD
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif
Gender(PPRG)
	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) bagi Organisasi Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
	85%
	29 OPD
	50%
	50.000.000

	2
	08
	02
	202
	
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
	795.000.000
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
	825.000.000

	

2
	

08
	

02
	

202
	

01
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
	Persentase Perempuan yang menjadi calon legislatif
	Jumlah  Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan
Ekonomi Kewenangan
	Tercapainya Prosentase Perempuan Yang menjadi Calon Anggota Legislatif
	39%
	2 Dokumen
	50%
	720.000.000
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
	Persentase Perempuan yang menjadi calon legislatif
	Jumlah  Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan
Ekonomi Kewenangan
	Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi KewenanganKabupaten/
Kota
	39%
	2 Dokumen
	50%
	720.000.000

	


2
	


08
	


02
	


202
	


02
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
	Persentase Perempuan yang menjadi calon legislatif
	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan
Ekonomi Kewenangan
	Tercapainya Prosentase Perempuan Yang menjadi Calon Anggota Legislatif
	39%
	33
Organisasi
	50%
	75.000.000
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
	Persentase Perempuan yang menjadi calon legislatif
	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan
Ekonomi Kewenangan
	Meningkatnya Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan
Ekonomi Kewenangan
	39%
	33
Organisasi
	50%
	75.000.000

	
2
	
08
	
02
	
203
	
	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
	30.000.000
	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
	30.000.000

	


2
	


08
	


02
	


203
	


02
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
	Persentase Organisasi Wanita yang aktif
	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
yang  Mendapat
	Mendukung Tercapainya Persentase Organisasi Wanita yang Aktif
	0,00008%
	150 Orang
	100%
	30.000.000
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
	Persentase Organisasi Wanita yang aktif
	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
yang  Mendapat
	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
	95%
	150 Orang
	100%
	30.000.000

	2
	08
	03
	
	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
	441.800.000
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
	441.800.000

	2
	08
	03
	201
	
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
	25.125.000
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
	25.125.000
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	RKPD
	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

	

KODE
	
URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGI ATAN/ SUB KEGIATAN
	INDIKATOR KINERJA
	TARGET CAPAIAN KINERJA
	

PAGU INDIKATIF
	
URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGI ATAN/ SUB KEGIATAN
	INDIKATOR KINERJA
	TARGET CAPAIAN KINERJA
	

PAGU INDIKATIF

	
	
	
CAPAIAN PROGRAM
	KELUARAN SUB KEGIATAN
	
KASIL KEGIATAN
	
PROGRAM
	KELUARAN SUB
KEGIATAN
	HASIL KEGIATAN
	
	
	
CAPAIAN PROGRAM
	KELUARAN SUB KEGIATAN
	
KASIL KEGIATAN
	PROGRA M
	KELUARA N SUB
KEGIATAN
	HASIL KEGIATA
N
	

	

2
	

08
	

03
	

201
	

01
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
Lingkup Daerah
	Persentase perempuan yang bekerja atau mempunyai usaha
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan
Kekerasan Terhadap
	Meningkatnya Prosentase perempuan yang bekerja atau mempunyai usaha
	47%
	1 dokumen
	50%
	9.125.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
Lingkup Daerah
	Rasio korban kekerasan terhadap perempuan
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan
Kekerasan Terhadap
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan
Terhadap Perempuan
	0,00029
	1 dokumen
	50%
	9.125.000

	
2
	
08
	
03
	
201
	
02
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota
	Persentase perempuan yang bekerja atau mempunyai usaha
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan
Perlindungan
	Meningkatnya Prosentase perempuan yang bekerja atau mempunyai usaha
	47%
	29 OPD
	50%
	16.000.000
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota
	Rasio korban kekerasan terhadap perempuan
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan
Perlindungan
	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan
Kewenangan
	0,00029
	29 OPD
	50%
	16.000.000

	
2
	
08
	
03
	
203
	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	416.675.000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	416.675.000

	


2
	


08
	


03
	


203
	


01
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan
	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban KekerasanKewenangan
Kabupaten/Kota
	Meningkatnya Prosentase perempuan yang bekerja atau mempunyai usaha
	0,00025%
	2 Laporan
	65%
	25.000.000
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
	Persentase perempuan yang bekerja atau mempunyai usaha
	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban KekerasanKewenangan
Kabupaten/Kota
	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
	47
	laporan
	50%
	25.000.000

	

2
	

08
	

03
	

203
	

04
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan
	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
	Meningkatnya Prosentase perempuan yang bekerja atau mempunyai usaha
	0,00025%
	1 dokumen
	65%
	391.675.000
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
	Persentase perempuan yang bekerja atau mempunyai usaha
	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
	Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
	47
	1 dokumen
	50%
	391.675.000

	2
	08
	04
	
	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
	185.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
	185.000.000

	
2
	
08
	
04
	
201
	
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	185.000.000
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	185.000.000

	


2
	


08
	


04
	


201
	


02
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
	persentase desa / Kelurahan Layak anak persentase Kecamatan desa
/ kelurahan yang memiliki puspaga
	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang
Tersedia
	Meningkatnya Prosentase Perempuan yang Bekerja atau Mempunyai Usaha
	0,00006%
31 %
	2 dokumen
	17%
	100.000.000
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
	Cakupan Keluarga yang terlayani puspaga
	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang
Tersedia
	Tersedianya Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
	0,0062
	1 dokumen
	100%
	100.000.000

	

2
	

08
	

04
	

201
	

03
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
	persentase desa / Kelurahan Layak anak persentase Kecamatan desa
/ kelurahan yang memiliki puspaga
	Jumlah      Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk   Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan
	Meningkatnya Prosentase Perempuan yang Bekerja atau Mempunyai Usaha
	0,00006%
31 %
	3 laporan
	17%
	85.000.000
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
	persentase kecamatan yang memiliki puspaga
	Jumlah      Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk   Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan
	Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk   Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan
	41
	laporan
	100%
	85.000.000

	2
	08
	06
	
	
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
	283.000.000
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
	283.000.000

	2
	08
	06
	201
	
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
	177.000.000
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
	177.000.000

	



2
	



08
	



06
	



201
	



01
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
	persentase desa / Kelurahan Layak anak
	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non
Pemerintah, Media dan
	Mendukung tercapainya desa/kelurahan Layak Anak
	43%
	7 Organiasa
	20%
	119.000.000
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
	persentase desa / Kelurahan Layak anak
	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non
Pemerintah, Media dan
	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
	43
	









Organiasas
	20%
	119.000.000



	RKPD
	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

	

KODE
	
URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGI ATAN/ SUB KEGIATAN
	INDIKATOR KINERJA
	TARGET CAPAIAN KINERJA
	

PAGU INDIKATIF
	
URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGI ATAN/ SUB KEGIATAN
	INDIKATOR KINERJA
	TARGET CAPAIAN KINERJA
	

PAGU INDIKATIF

	
	
	
CAPAIAN PROGRAM
	KELUARAN SUB KEGIATAN
	
KASIL KEGIATAN
	
PROGRAM
	KELUARAN SUB
KEGIATAN
	HASIL KEGIATAN
	
	
	
CAPAIAN PROGRAM
	KELUARAN SUB KEGIATAN
	
KASIL KEGIATAN
	PROGRA M
	KELUARA N SUB
KEGIATAN
	HASIL KEGIATA
N
	

	

2
	

08
	

06
	

201
	

02
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
	persentase desa / Kelurahan Layak anak
	Jumlah      Dokumen Hasil  Koordinasi     dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan
	Mendukung tercapainya desa/kelurahan Layak Anak
	43%
	2 Dokumen
	20%
	58.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
	persentase desa / Kelurahan Layak anak
	Jumlah      Dokumen Hasil  Koordinasi     dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan
	43
	




Dokumen
	20%
	58.000.000

	2
	08
	06
	202
	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
	106.000.000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
	106.000.000

	

2
	

08
	

06
	

202
	

01
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
	persentase desa / Kelurahan Layak anak
	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan
	Mendukung Tercapainya desa/kelurahan layak anak
	43
	50 Orang
	20%
	15.000.000
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
	persentase desa / Kelurahan Layak anak
	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan
	Tersedianya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
	43
	



Orang
	20%
	15.000.000

	


2
	


08
	


06
	


202
	


03
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	persentase desa / Kelurahan Layak anak
	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota
	Mendukung Tercapainya desa/kelurahan layak anak
	43
	2 Dokumen
	20%
	51.000.000
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	persentase desa / Kelurahan Layak anak
	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota
	Tersedianya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
	43
	







Dokumen
	20%
	51.000.000

	


2
	


08
	


06
	


202
	


04
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	persentase desa / Kelurahan Layak anak
	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas	Hidup
Anak
KewenanganKabupaten/K ota
	Mendukung Tercapainya desa/kelurahan layak anak
	43
	2 Dokumen
	20%
	40.000.000
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	persentase desa / Kelurahan Layak anak
	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas	Hidup
Anak
KewenanganKabupaten/K ota
	Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
	43
	






Dokumen
	20%
	40.000.000

	2
	08
	07
	
	
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
	245.000.000
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
	245.000.000

	2
	08
	07
	201
	
	Pencegahan  Kekerasan  Terhadap  Anak  yang Melibatkan    para     Pihak  Lingkup     Daerah Kabupaten/Kota
	20.000.000
	Pencegahan  Kekerasan  Terhadap  Anak  yang Melibatkan    para     Pihak  Lingkup     Daerah Kabupaten/Kota
	20.000.000

	



2
	



08
	



07
	



201
	



01
	

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
	



persentase anak korban kekerasan yang terlayani sesuai standar
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan
Kekerasan       Terhadap Anak
Kewenangan
Kabupaten/Kota
	
Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
	




85
	




29 OPD
	




33%
	




20.000.000
	

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
	



persentase anak korban kekerasan yang terlayani sesuai standar
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan
Kekerasan       Terhadap Anak
Kewenangan
Kabupaten/Kota
	
Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
	




85
	




OPD
	




33%
	




20.000.000

	2
	08
	07
	202
	
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	60.000.000
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	60.000.000

	

2
	

08
	

07
	

202
	

01
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	

persentase anak korban kekerasan yang terlayani sesuai standar
	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota
	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	


85
	


100 Orang
	


33%
	


60.000.000
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	

persentase anak korban kekerasan yang terlayani sesuai standar
	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota
	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	


85
	


Orang
	


33%
	


60.000.000

	2
	08
	07
	203
	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	165.000.000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	165.000.000

	



2
	



08
	



07
	



203
	



02
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	persentase anak korban kekerasan yang terlayani sesuai standar
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus KewenanganKabupaten/K ota
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan	Khusus KewenanganKabupaten/Kota
	




85
	




1 Dokumen
	33%
	165.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	persentase anak korban kekerasan yang terlayani sesuai standar
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus KewenanganKabupaten/K ota
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan	Khusus KewenanganKabupaten/Kota
	




85
	









Dokumen
	33%
	165.000.000

	2
	14
	
	
	
	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	
10.367.816.000
	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	
10.367.816.000

	2
	14
	1
	
	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	8.031.326.450
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	8.031.326.450



	RKPD
	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

	

KODE
	
URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGI ATAN/ SUB KEGIATAN
	INDIKATOR KINERJA
	TARGET CAPAIAN KINERJA
	

PAGU INDIKATIF
	
URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGI ATAN/ SUB KEGIATAN
	INDIKATOR KINERJA
	TARGET CAPAIAN KINERJA
	

PAGU INDIKATIF

	
	
	
CAPAIAN PROGRAM
	KELUARAN SUB KEGIATAN
	
KASIL KEGIATAN
	
PROGRAM
	KELUARAN SUB
KEGIATAN
	HASIL KEGIATAN
	
	
	
CAPAIAN PROGRAM
	KELUARAN SUB KEGIATAN
	
KASIL KEGIATAN
	PROGRA M
	KELUARA N SUB
KEGIATAN
	HASIL KEGIATA
N
	

	2
	14
	01
	201
	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	40.000.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	40.000.000

	

2
	

14
	

01
	

201
	

01
	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Persentase ketercapaian perencanaan, kepegawaian dan keuangan Perangkat daerah
	
Jumlah     Dokumen Perencanaan Perangkat
	
Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan, kepegawaian dan keuangan Perangkat daerah
	

100%
	

3 Dokumen
	

100%
	

25.000.000
	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Persentase ketercapaian perencanaan, kepegawaian dan keuangan Perangkat daerah
	
Jumlah     Dokumen Perencanaan Perangkat
	
Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan, kepegawaian dan keuangan Perangkat daerah
	

100%
	

3 Dokumen
	

100%
	

25.000.000

	

2
	

14
	

01
	

201
	

07
	

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Persentase ketercapaian perencanaan, kepegawaian dan keuangan Perangkat
daerah
	
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	
Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan, kepegawaian dan keuangan Perangkat daerah
	

100%
	

4 laporan
	

100%
	

15.000.000
	

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Persentase ketercapaian perencanaan, kepegawaian dan keuangan Perangkat
daerah
	
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	
Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan, kepegawaian dan keuangan Perangkat daerah
	

100%
	

4 laporan
	

100%
	

15.000.000

	2
	14
	01
	202
	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	5.433.957.507
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	5.433.957.507

	

2
	

14
	

01
	

202
	

01
	

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Persentase ketercapaian perencanaan, kepegawaian dan keuangan Perangkat
daerah
	
Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN
	
Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan, kepegawaian dan keuangan Perangkat daerah
	

100%
	

Orang
	

100%
	

5.433.957.507
	

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Persentase ketercapaian perencanaan, kepegawaian dan keuangan Perangkat
daerah
	
Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN
	
Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan, kepegawaian dan keuangan Perangkat daerah
	

100%
	

Orang
	

100%
	

5.433.957.507

	2
	14
	01
	206
	
	
Administrasi Umum Perangkat Daerah
	
730.000.000
	
Administrasi Umum Perangkat Daerah
	
730.000.000

	

2
	

14
	

01
	

206
	

02
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Persentase ketercapaian perencanaan, kepegawaian dan keuangan Perangkat daerah
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
	Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan, kepegawaian dan keuangan Perangkat daerah
	100%
	12 paket
	25%
	127.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Persentase ketercapaian perencanaan, kepegawaian dan keuangan Perangkat daerah
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
	Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan, kepegawaian dan keuangan Perangkat daerah
	100%
	12 paket
	25%
	127.000.000

	

2
	

14
	

01
	

206
	

04
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Persentase ketercapaian perencanaan, kepegawaian dan keuangan Perangkat daerah
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
	Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan, kepegawaian dan keuangan Perangkat daerah
	100%
	12 paket
	25%
	322.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Persentase ketercapaian perencanaan, kepegawaian dan keuangan Perangkat daerah
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
	Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan, kepegawaian dan keuangan Perangkat daerah
	100%
	12 paket
	25%
	322.000.000

	

2
	

14
	

01
	

206
	

05
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	Persentase ketercapaian perencanaan, kepegawaian dan keuangan Perangkat daerah
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
	Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan, kepegawaian dan keuangan Perangkat daerah
	100%
	12 paket
	25%
	51.000.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	Persentase ketercapaian perencanaan, kepegawaian dan keuangan Perangkat daerah
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
	Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan, kepegawaian dan keuangan Perangkat daerah
	100%
	12 paket
	25%
	51.000.000

	

2
	

14
	

01
	

206
	

09
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Persentase ketercapaian perencanaan, kepegawaian dan keuangan Perangkat daerah
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan, kepegawaian dan keuangan Perangkat daerah
	100%
	12 laporan
	25%
	230.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Persentase ketercapaian perencanaan, kepegawaian dan keuangan Perangkat daerah
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan, kepegawaian dan keuangan Perangkat daerah
	100%
	12 laporan
	25%
	230.000.000

	2
	14
	01
	207
	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	41.500.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	41.500.000

	
2
	
14
	
01
	
207
	
06
	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang urusan
pemerintah daerah
	
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
	Mendukung Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang urusan
pemerintah daerah
	

100%
	

6 Unit
	

100%
	

41.500.000
	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang urusan
pemerintah daerah
	
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
	Mendukung Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang urusan
pemerintah daerah
	

100%
	

6 Unit
	

100%
	

41.500.000

	2
	14
	01
	208
	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1.205.410.450
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1.205.410.450

	

2
	

14
	

01
	

208
	

02
	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Persentase ketercapaian perencanaan, kepegawaian dan keuangan Perangkat
daerah
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
	
Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan, kepegawaian dan keuangan Perangkat daerah
	

100 %
	

12 Laporan
	

50%
	

349.032.250
	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Persentase ketercapaian perencanaan, kepegawaian dan keuangan Perangkat
daerah
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
	
Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan, kepegawaian dan keuangan Perangkat daerah
	

100 %
	

12 Lapora n
	

50%
	

349.032.250

	

2
	

14
	

01
	

208
	

04
	

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Persentase ketercapaian perencanaan, kepegawaian dan keuangan Perangkat daerah
	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
	
Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan, kepegawaian dan keuangan Perangkat daerah
	

100 %
	

12 Laporan
	

50%
	

856.378.200
	

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Persentase ketercapaian perencanaan, kepegawaian dan keuangan Perangkat daerah
	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
	
Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan, kepegawaian dan keuangan Perangkat daerah
	

100 %
	

12 Lapora n
	

50%
	

856.378.200

	2
	14
	01
	209
	
	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	
580.458.493
	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	
580.458.493



	RKPD
	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

	

KODE
	
URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGI ATAN/ SUB KEGIATAN
	INDIKATOR KINERJA
	TARGET CAPAIAN KINERJA
	

PAGU INDIKATIF
	
URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGI ATAN/ SUB KEGIATAN
	INDIKATOR KINERJA
	TARGET CAPAIAN KINERJA
	

PAGU INDIKATIF

	
	
	
CAPAIAN PROGRAM
	KELUARAN SUB KEGIATAN
	
KASIL KEGIATAN
	
PROGRAM
	KELUARAN SUB
KEGIATAN
	HASIL KEGIATAN
	
	
	
CAPAIAN PROGRAM
	KELUARAN SUB KEGIATAN
	
KASIL KEGIATAN
	PROGRA M
	KELUARA N SUB
KEGIATAN
	HASIL KEGIATA
N
	

	

2
	

14
	

01
	

209
	

01
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
	Mendukung Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah
	

100 %
	

40 Unit
	25%
	394.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
	Mendukung Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah
	

100 %
	

40 Unit
	25%
	394.000.000

	
2
	
14
	
01
	
209
	
05
	Pemeliharaan Mebel
	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah
	Jumlah Mebel yang Dipelihara
	Mendukung Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah
	

100 %
	

94 Unit
	25%
	15.000.000,00
	Pemeliharaan Mebel
	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah
	Jumlah Mebel yang Dipelihara
	Mendukung Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah
	

100 %
	

94 Unit
	25%
	15.000.000,00

	
2
	
14
	
01
	
209
	
06
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
	Mendukung Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah
	

100 %
	

64 Unit
	25%
	56.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
	Mendukung Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah
	

100 %
	

64 Unit
	25%
	56.000.000

	
2
	
14
	
01
	
209
	
09
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
	Mendukung Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah
	

100 %
	

30 m2
	25%
	115.458.493
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
	Mendukung Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah
	

100 %
	

30 m2
	25%
	115.458.493

	2
	14
	02
	
	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
	90.000.000
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
	90.000.000

	2
	14
	02
	201
	
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
	
90.000.000
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
	
90.000.000

	

2
	

14
	

02
	

201
	

11
	
Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan
	
Persentase Usia Kawin Pertama yang isterinya di bawah usia 20 tahun
	umlah	Dokumen
Hasil	Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di KelompokKegiatan Masyarakat Binaan
	Terlaksananya Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan
	

18,10%
	

2 Dokumen
	

50%
	

40.000.000
	
Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan
	
Persentase Usia Kawin Pertama yang isterinya di bawah usia 20 tahun
	umlah	Dokumen
Hasil	Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di KelompokKegiatan Masyarakat Binaan
	Terlaksananya Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan
	

18,10%
	

2
Dokumen
	

50%
	

40.000.000

	

2
	

14
	

02
	

201
	

15
	
Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK
	
Persentase Usia Kawin Pertama yang isterinya di bawah usia 20 tahun
	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan
Keluarga Berencana)
	Terlaksananya Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan
Keluarga Berencana)
	

18,10%
	

2 Laporan
	

50%
	

50.000.000
	
Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK
	
Persentase Usia Kawin Pertama yang isterinya di bawah usia 20 tahun
	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan
Keluarga Berencana)
	Terlaksananya Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan
Keluarga Berencana)
	

18,10%
	

2 Laporan
	

50%
	

50.000.000

	2
	14
	03
	
	
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
	1.952.489.550
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
	1.952.489.550

	2
	14
	03
	201
	
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
	610.989.550
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
	610.989.550

	


2
	


14
	


03
	


201
	


01
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
	Persentase Jumlah Peserta KB / CPR
	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders
dan Mitra Kerja
	Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
	68,21%
	


5
Organisasi
	17%
	219.990.050
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
	Persentase Jumlah Peserta KB / CPR
	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders
dan Mitra Kerja
	Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
	68,21%
	


5
Organisasi
	17%
	219.990.050

	



2
	



14
	



03
	



201
	



02
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal
	Persentase Jumlah Peserta KB / CPR
	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga
Berencana) Sesuai Kearifan BudayaLokal
	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya
	68,21%
	



2 Dokumen
	17%
	165.000.000
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal
	Persentase Jumlah Peserta KB / CPR
	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga
Berencana) Sesuai Kearifan BudayaLokal
	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya
	68,21%
	



2
Dokumen
	17%
	165.000.000

	



2
	



14
	



03
	



201
	



04
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
	Persentase Jumlah Peserta KB / CPR
	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta MediaLuar Ruang
	Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media
	68,21%
	




2 Dokumen
	17%
	170.000.000
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
	Persentase Jumlah Peserta KB / CPR
	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta MediaLuar Ruang
	Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media
	68,21%
	



2
Dokumen
	17%
	170.000.000



	RKPD
	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

	

KODE
	
URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGI ATAN/ SUB KEGIATAN
	INDIKATOR KINERJA
	TARGET CAPAIAN KINERJA
	

PAGU INDIKATIF
	
URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGI ATAN/ SUB KEGIATAN
	INDIKATOR KINERJA
	TARGET CAPAIAN KINERJA
	

PAGU INDIKATIF

	
	
	
CAPAIAN PROGRAM
	KELUARAN SUB KEGIATAN
	
KASIL KEGIATAN
	
PROGRAM
	KELUARAN SUB
KEGIATAN
	HASIL KEGIATAN
	
	
	
CAPAIAN PROGRAM
	KELUARAN SUB KEGIATAN
	
KASIL KEGIATAN
	PROGRA M
	KELUARA N SUB
KEGIATAN
	HASIL KEGIATA
N
	

	

2
	

14
	

03
	

201
	

05
	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK
	Persentase Jumlah Peserta KB / CPR
	
	
	68,21%
	

5
Organisasi
	17%
	35.000.000
	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK
	Persentase Jumlah Peserta KB / CPR
	
	
	68,21%
	

5
Organisasi
	17%
	35.000.000

	




2
	




14
	




03
	




201
	




06
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
	Persentase Jumlah Peserta KB / CPR
	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
	Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
	68,21%
	





55 Orang
	





17%
	20.999.500
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
	Persentase Jumlah Peserta KB / CPR
	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
	Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
	68,21%
	





55 Orang
	





17%
	20.999.500

	2
	14
	03
	202
	
	
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
	
915.000.000
	
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
	
915.000.000

	
2
	
14
	
03
	
202
	
04
	
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
	
Persentase Jumlah Peserta KB / CPR
	Jumlah Kader  yang
Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
	Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
	

68,21%
	

297 Orang
	

17%
	

915.000.000
	
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
	
Persentase Jumlah Peserta KB / CPR
	Jumlah Kader  yang
Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
	Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
	

68,21%
	

297 Orang
	

17%
	

915.000.000

	2
	14
	03
	203
	
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
	351.500.000
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
	351.500.000

	

2
	

14
	

03
	

203
	

03
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
	Persentase Un Meed Need
	Jumlah Orang yang Mengikuti KesertaanPenggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
	Terwujudnya Peningkatan KesertaanPenggunaan
Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
	15%
	

24 Orang
	17%
	33.000.000
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
	Persentase Un Meed Need
	Jumlah Orang yang Mengikuti KesertaanPenggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
	Terwujudnya Peningkatan KesertaanPenggunaan
Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
	15%
	

24 Orang
	17%
	33.000.000

	
2
	
14
	
03
	
203
	
04
	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP
	Persentase Un Meed Need
	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan
MKJP
	Tersedianya Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP
	15%
	

1 Laporan
	17%
	17.500.000
	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP
	Persentase Un Meed Need
	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan
MKJP
	Tersedianya Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP
	15%
	

1 Laporan
	17%
	17.500.000

	2
	14
	03
	203
	06
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
	Persentase Un Meed Need
	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB
	Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB
	15%
	
5 Unit
	17%
	30.000.000
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
	Persentase Un Meed Need
	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB
	Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB
	15%
	
5 Unit
	17%
	30.000.000

	

2
	

14
	

03
	

203
	

10
	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
	Persentase Un Meed Need
	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan
	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
	15%
	


166 Orang
	17%
	15.000.000
	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
	Persentase Un Meed Need
	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan
	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
	15%
	


166 Orang
	17%
	15.000.000

	
2
	
14
	
03
	
203
	
11
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
	Persentase Un Meed Need
	Jumlah      Laporan Dukungan
Operasional Pelayanan
KB Bergerak
	Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
	15%
	
2 Laporan
	17%
	230.500.000
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
	Persentase Un Meed Need
	Jumlah      Laporan Dukungan
Operasional Pelayanan
KB Bergerak
	Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
	15%
	
2 Laporan
	17%
	230.500.000

	
2
	
14
	
03
	
203
	
12
	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran
	Persentase Un Meed Need
	Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca
Keguguran
	Terlaksananya Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran
	15%
	

127 Orang
	17%
	25.500.000
	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran
	Persentase Un Meed Need
	Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca
Keguguran
	Terlaksananya Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran
	15%
	

127 Orang
	17%
	25.500.000

	2
	14
	03
	204
	
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
	
75.000.000
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
	
75.000.000

	


2
	


14
	


03
	


204
	


03
	


Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
	


Persentase Jumlah Peserta KB / CPR
	Jumlah Kampung KB
yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan
Keluarga, Kependudukan, dan  Keluarga Berencana) di Kampung
KB
	
Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB
	



68,21%
	



24 Kampung
	



17%
	



75.000.000
	


Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
	


Persentase Jumlah Peserta KB / CPR
	Jumlah Kampung KB
yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan
Keluarga, Kependudukan, dan  Keluarga Berencana) di Kampung
KB
	
Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB
	



68,21%
	



24 Kampun
	



17%
	



75.000.000

	2
	14
	04
	
	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
	294.000.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
	294.000.000

	2
	14
	04
	201
	
	
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
	
123.000.000
	
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
	
123.000.000



	RKPD
	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

	

KODE
	
URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGI ATAN/ SUB KEGIATAN
	INDIKATOR KINERJA
	TARGET CAPAIAN KINERJA
	

PAGU INDIKATIF
	
URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGI ATAN/ SUB KEGIATAN
	INDIKATOR KINERJA
	TARGET CAPAIAN KINERJA
	

PAGU INDIKATIF

	
	
	
CAPAIAN PROGRAM
	KELUARAN SUB KEGIATAN
	
KASIL KEGIATAN
	
PROGRAM
	KELUARAN SUB
KEGIATAN
	HASIL KEGIATAN
	
	
	
CAPAIAN PROGRAM
	KELUARAN SUB KEGIATAN
	
KASIL KEGIATAN
	PROGRA M
	KELUARA N SUB
KEGIATAN
	HASIL KEGIATA
N
	

	





2
	





14
	





04
	





201
	





01
	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
	Persentase Kelompok Masyarakat di bidang pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera yang di bina (UPPKS, PIK KRR,BKL,BKB)
	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk
	Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
	60%
	






24 kelompok
	33%
	35.000.000
	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
	Persentase Kelompok Masyarakat di bidang pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera yang di bina (UPPKS, PIK KRR,BKL,BKB)
	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk
	Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
	60%
	






24 kelompo
	33%
	35.000.000

	


2
	


14
	


04
	


201
	


02
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,
PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
	Persentase Kelompok Masyarakat di bidang pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera yang di bina (UPPKS, PIK KRR,BKL,BKB)
	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,
PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
	Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,     BKR,     BKL, PPPKS,     PIK-R     dan
Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
	60%
	


10000 Unit
	33%
	50.000.000
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,
PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
	Persentase Kelompok Masyarakat di bidang pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera yang di bina (UPPKS, PIK KRR,BKL,BKB)
	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,
PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
	Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,     BKR,     BKL, PPPKS,     PIK-R     dan
Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
	60%
	


10000 Unit
	33%
	50.000.000

	



2
	



14
	



04
	



201
	



04
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,
PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
	Persentase Kelompok Masyarakat di bidang pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera yang di bina (UPPKS, PIK KRR,BKL,BKB)
	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,
PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
	Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,
PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
	60%
	




24 Orang
	33%
	38.000.000
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,
PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
	Persentase Kelompok Masyarakat di bidang pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera yang di bina (UPPKS, PIK KRR,BKL,BKB)
	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,
PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
	Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,
PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
	60%
	




24 Orang
	33%
	38.000.000

	2
	14
	04
	202
	
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
	
171.000.000
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
	
171.000.000

	




2
	




14
	




04
	




202
	




02
	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,
PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
	Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) aktif
	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R
dan Pemberdayaan
	Terlaksananya Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,
PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
	70%
	





1 laporan
	50%
	30.000.000
	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,
PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
	Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) aktif
	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R
dan Pemberdayaan
	Terlaksananya Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,
PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
	70%
	





1 laporan
	50%
	30.000.000

	



2
	



14
	



04
	



202
	



03
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,
PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
	Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) aktif
	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R
dan Pemberdayaan
Ekonomi
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,   BKR,       BKL, PPPKS,      PIK-R      dan
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
	70%
	




5 Organsasi
	50%
	141.000.000
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,
PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
	Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) aktif
	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R
dan Pemberdayaan
Ekonomi
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,   BKR,       BKL, PPPKS,      PIK-R      dan
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
	70%
	




5 Organsas
	50%
	141.000.000

	
	J U M L A H
	
	
	12.432.616.000
	
	
	
	
	
	12.432.616.000



2.5 [bookmark: 11. BAB 2.5.pdf (p.63)][bookmark: 11. BAB 2.5.pdf (p.63)]Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan menjaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.
Pada tahapan ini Dinas KB PP PA Kabupaten Cilacap telah menampung berbagai usulan, masukan, aspirasi, Program dan Kegiatan baik dari masyarakat, Lembaga, Asosiasi, dan para pemangku kepentingan yang telah di tuangkan pada Renja Dinas KB PP PA Kabupaten Cilacap Tahun 2023.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Cilacap


	No
	Program /
Kegiatan/Pekerjaan
	Lokasi
	Kelompok
Sasaran
	Besaran /
Volume
	Catatan

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
	
	
	
	

	
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan
Kabupaten/Kota
	
	
	
	

	
	Pelatihan Peningkatan Kualitas Hidup
Perempuan Bagi Muslimat dan Fatayat NU
	Kec. Majenang
Cimanggu Wanareja
	Organisasi Muslimat
dan Fatayat NU
	Rp. 660.000.000,-
	Pokir

	2.
	PROGRAM PERLINDUNGAN
PEREMPUAN
	
	
	
	

	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
	
	
	
	

	
	Hibah PD Aisyiyah
	Kabupaten
Cilacap
	Organisasi
Aisyiyah
	Rp. 50.000.000,-
	Hibah

	Total
	Rp. 710.000.000,-
	







52
RENCANA KERJA DINAS KB PP PA KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023


[bookmark: 12. BAB 3.1.pdf (p.64-72)]BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KB PP PA KABUPATEN CILACAP

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional
Arah kebijakan pembangunan nasional berdasarkan Permendagri no
31 tahun 2019 untuk Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu :
1. Pengandalian Penduduk
a) Meningkatkan sinergitas, partisipasi dan kesinambungan dalam penyelenggaraan pengendalian penduduk.
b) Memperkuat kapasitas dan kapabilitas kelembagaan Provinsi serta Kab/Kota dalam Bidang Pengendalian Penduduk.
c) Meningkatkan pemanfaatan data dan informasi kependudukan dalam pengembangan kebijakan pengendalian penduduk di tingkat Provinsi serta kabupaten/Kota
Tujuan Pembangunan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara umum adalah untuk “mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan Laju  Pertumbuhan  Penduduk (LPP) menjadi, 11% pada Tahun 2022 serta mewujudkan Keluarga Berkualitas”, dengan sasaran:
a) Menurunkan Angka Kelahiran Total (TFR) Per Perempuan usia reproduktif 15-49 Tahun menjadi 2,26;
b) Meningkatkan persentase Angka prevalensi kontrasepsi modern mCPR perempuan kawin usia 15-49 Tahun menjadi 61,78%;
c) Menurunkan Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi menjadi 24,2%
d) Meningkatkan Persentase penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang/MKJP menjadi 23,5 %
e) Menurunkan Angka kebutuhan ber-KB tidak terlayani/unmet need
manjadi 8,6 % (14,6% termasuk tradisional)
2. Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
a) Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, organisasi profesi dan mitra kerja dalam penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
b) Optimalisasi peran sektor swasta dalam penguatan jejaring pelayanan KB dan kesehatan reproduksi;
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c) Meningkatkan sinergitas dan kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan Mitra Kerja dalam melaksanakan Pelayanan KB dan Kesehatan;
d) Reproduksi, termasuk didaerah	tertinggal, terpencil, perbatasan, kepulauan,miskin perkotaan dan wilayah bencana;
e) Memfasilitasi Peningkatan Kompetensi Penyuluh Keluarga Berencana dalam rangka sosialisasi/ penyuluhan dan komunikasi interpersonal terkait KB dan kesehatan reproduksi berdasarkan siklus kehidupan kepada berbagai lapisan masyarakat, termasuk sasaran pria melalui institusi masyarakat, kelompok kegiatan dan fasilitas kesehatan.
3. Pembangunan Keluarga
a) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran orangtua dan anggota keluarga (termasuk remaja) Tentang fungsi keluarga;
b) Pelembagaan nilai-nilai dan norma keluarga melalui peningkatan pengetahuan dan penerapan 8 (delapan) Fungsi Keluarga secara optimal pada keluarga balita dan anak (pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak),remaja, dan lansia.
c) Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga melalui upaya penurunan jumlah keluarga Pra-S dan KS-1;
d) Meningkatkan kualitas keluarga melalui Pendewasaan Usia remaja perkawinan
Arah kebijakan pembangunan nasional berdasarkan Permendagri no
31	tahun	2019	untuk	Urusan	Pemberdayaan	perempuan	dan Perlindungan Anak yaitu:
a) Peningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan hak perempuan dari tindak kekerasan berbasis gender termasuk TPPO, melalui:
b) Peningkatan pemahaman dan komitmen pemda tentang pelaksanaan PUG melalui PPRG.
c) Penguatan dan harmonisasi peruuan dan aturan pelaksanaan terkait PUG dan KtP dan TPPO.
d) Penguatan koordinasi antar OPD penggerak PPRG, antara OPD pelaksana dengan OPD penggerak PPRG, serta antara OPD Pengerak dan Pelaksana dengan pemangku kepentingan lainnya.
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e) Peningkatan      kerjasama	multipihak antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam pelaksanaan PUG melalui PPRG dan perlindungan perempuan dari KtP dan TPPO.
f) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia OPD Pengerak dan Pelaksana PPRG dengan memastikan ketersediaan dan  kualitas tujuh prasyarat PUG melalui PPRG di OPD.
g) Penguatan sistem dan pemanfaatan data terpilah menurut jenis kelamin
h) dan data KtP dan TPPO. Peningkatan efektivitas gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO di semua tingkatan.
i) Pemanfaatan dana dekonsentrasi untuk peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan KtP dan TPPO di Provinsi/kab/ kota.
j) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG melalui PPRG, KtP dan TPPO
Arah kebijakan perlindungan anak adalah peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan Anak yang mendukung pada pemenuhan
hak dan perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, melalui strategi:
a) Penguatan kerangka regulasi yang mendukung pemenuhan  hak anak dan perlindungan anak, termasuk kebijakan afirmasi dan pelengkapan kekosongan hukum
b) Penguatan sistem layanan perlindungan anak yang terpadu dan responsifterhadap kebutuhan anak tanpa terkecuali
c) Pelaksanaan Kab/Kota Layak Anak (KLA)
d) Memberikan ruang bagi anak untuk berpartisipasi (Partisipasi Anak) yang dimulai dari tingkat keluarga, dan diberbagai tingkatan wilayah termasuk pelibatan anak dalam musrenbang.
e) Penyediaan Pusat Pembelajaran keluarga (Puspaga)
f) Penyediaan Ruang Bermain yang ramah anak termasuk bagi anak disbilitas.
g) Penyediaan Ruang kreativitas anak termasuk bagi anak yang disabilitas.
h) Melakukan pelatihan konvensi hak anak bagi perencana dan pelaksana teknis penyelenggara layanan kesehatan, sosial, pendidikan dan penegakan hukum.

i) Menyediakan layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang rentan mendapat perlakuan salah, kekerasan dan iskriminasi dengan cara:
· Menyediakan     Layanan	Pengaduan Masyarakat dan menjangkau korban- korban kasus perempuan dan anak.
· Mengelola Kasus yang berperspektif kepentingan terbaik bagi korban.
· Memberikan Penampungan Sementara bagi korban perempuan dan anak yang mengalami ancaman keselamatan.
· Memediasi kasus perdata yang rentan mengorbankan hak perempuan dan anak khususnya dalam rumah tangga/lembaga perkawinan
· Mendampingi Korban untuk mendapatkan layanan sesuai kebutuhannya	agar	mampu	mengembalikan kemandiriannya.
· Membentuk dan menguatkan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
· Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai penyedia layanan perlindungan.
· Menyedia kan Sarana dan Prasarana yang mendukung layanan perlindungan korban.
· Penguatan dan Pengembangan Kapasitas SDM pemberi layanan perlindungan.
j) Peningkatan pemahaman, komitmen, dan kapasitas para pemangku kepentingan untuk memastikan  adanya  perencanaan dan anggaran yang responsif anak melalui:
· Sosialisasi kebijakan perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) bagi Aparat Penegak Hukum (APH), pemda dan masyarakat dalam perlindungan dan penanganan ABH;
· Pelatihan trust and safety training dalam rangka  internet aman untuk anak; dan
· KIE kebijakan perlindungan anak penyandang disabilitas dan psikososial.
k) Penguatan sistem data dan informasi  yang terintegrasi, lengkap, dan kontinu.

l) Penguatan koordinasi lintas sektor baik antar instansi pemerintah, maupun pemerintah dengan masyarakat,lembaga profesi, dunia usaha,mitra pembangunan, dan media.

Program dan kegiatan tingkat Nasional yang mendukung program KKBPK adalah sebagai berikut :
	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB/KR

	-
	Jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi

	-
	Penyediaan sarana dan pra sarana pelayanan KB berkualitas

	-
	Peningkatan kapasitas Provider pelayanan KB dan KR

	-
	Peningkatan pelayanan KB di DTPK

	-
	Peningkatan penggerakan, promosi, pencegahan dan konseling KB dan kesehatan reproduksi

	Peningkatan Ketahanan  Keluarga dan Remaja

	-
	Pembinaan Keluarga Balita dan Anak

	-
	Pembinaan Ketahanan Keluarga Remaja

	-
	Pembinaan Ketahanan Remaja

	-
	Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia dan rentan

	-
	Pengelolaan Ekonomi Keluarga

	Penguatan Advokasi & KIE

	-
	Penguatan advokasi KKBPK

	-
	Peningkatan Promosi dan KIE Program KKBPK

	Penguatan Kemitraan dan Penggerakan

	-
	Peningkatan jejaring kemitraan

	-
	Penguatan Penggerakan Lini Lapangan

	-
	Penguatan dan pengembangan Kampung KB

	-
	Penyediaan sistem data dan informasi keluarga berbasis TI

	Pengendalian Penduduk

	-
	Penguatan pengelolaan data dan informasi kependudukan

	-
	Penguatan penyerasian kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan

	-
	Peningkatan sinergitas penyelenggaraan pendidikan
kependudukan

	-
	Penguatan strategi pengendalian dampak kependudukan

	Peningkatan pelayanan KB

	-
	Jaminan Ketersediaan Alokon dan Sarana Penunjang

	-
	Peningkatan Akses dan Kualitas Pembinaan pelayanan KB

	-
	Pelayanan KB di wilayah DTPK

	-
	Pembinaan pelayanan KB swasta dan standarisasi

	
	Sosialisasi, promosi, dan konseling Kesehatan dan hak-hak Reproduksi

	Penguatan Advokasi dan KIE KB



	-
	Peningkatan Advokasi dan KIE program KKBPK

	-
	Pembinaan Lini Lapangan oleh PKB/PLKB dan PPKBD/Sub PPKBD (Kader)

	-
	Penguatan Kemitraan

	-
	Penguatan implementasi program di lini lapangan (melalui
Kampung KB)

	Pembinaan Remaja

	-
	Pembinaan Remaja (GenRe)

	-
	Pembinaan Keluarga Remaja (BKR)

	-
	Advokasi dan KIE Kesehatan Reproduksi Remaja

	Penguatan regulasi, kelembagaan, serta data dan informasi

	-
	Pengembangan Regulasi/kebijakan untuk program KKBPK (UU 52 dan PP 87, Regulasi Dana desa dan regulasi lainnya
sesuai dengan UU 23)

	-
	Peningkatan kualitas Pelaporan dan statistik BKKBN

	-
	Penelitian KB-KS dan Kependudukan

	-
	Analisis dampak penduduk

	-
	Fasilitasi pembentukan kelembagaan (UU/23 2014)

	
	Pemaduan kebijakan kependudukan

	Pembangunan Keluarga

	-
	Perwujudan keluarga Berkualitas

	-
	Peningkatan pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga

	-
	Pembinaan kesertaan ber-KB bagi PUS anggota Poktan (BKB, BKR, BKL, UPPKS)



· Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sedangkan kebijakan pusat yang terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain :
1. Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, melalui harmonisasi peraturan perundangan dan pelaksanaannya di semua tingkat pemerintahan, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan
2. Peningkatan perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, melalui upaya-upaya pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan
4. Peningkatan kualitas hidup perempuan menuju Kesetaraan Gender dan Peningkatan perlindungan Anak menuju KLA (world fit for Children)

5. Penguatan kapasitas Kelembagaan eksternal, melalui advokasi, sosialisasi, fasilitasi dan capacity building PUG dan ARG serta Hak Anak
6. Mendorong Implementasi kebijakan yang responsif gender & peduli hak anak
7. Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan anak sebagai acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak,
8. Pendampingan teknis dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah,

Kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sudah terakomodir pada Program dan Kegiatan yang direncanakan Dinas KB, PP dan PA Kabupaten Cilacap Tahun 2022.
Tujuan pembangunan di bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan tiga kesatuan yang antara lain adalah : Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Perlindungan Perempuan dan anak serta Pertumbuhan Penduduk yang terkendali. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis. Review ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara program kegiatan pemerintah daerah dengan pemerintah  pusat dan mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara satu dengan yang lainnya.


3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas KB PP dan PA
Rencana Kerja (Renja) Dinas KB, PP dan PA Kabupaten Cilacap Tahun 2023 tidak lepas dari visi pembangunan daerah tahun 2005-2025 : “Cilacap yang Berbudaya dan sejahtera” Visi Pembangunan Kabupaten Cilacap 20 tahun ke depan di harapkan mempu mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat dengan tetap mengacu pada tujuan ekonomi daerah sebagaimana dim maksud dalam UU Nomr 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah yaitu daerah yang mempunyai kemandirian, daya saing dan mampu memberikan pelayanan publik alam rangka pencapaian tujuan nasional yang diamanatkan dalam pembukaan UUD Tahun 1945. Disamping itu visi Kabupaten Cilacap tidak lepas dari Visi dalam RPJP Nasional dan dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah karena RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 di susun dengan memperhatikan RPJMN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah.
Tujuan dan sasaran jangka menengah  yang  akan  dicapai  oleh Dinas KB PP PA Kabupaten Cilacap selama Tahun 2023 – 2026, adalah Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif serta Meningkatkan Kesejahteraan Dan Daya Saing Masyarakat:
Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan  dicapai oleh Dinas KB PP PA Kabupaten Cilacap diuraikan sebagai berikut
1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan
Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama meliputi sebagai berikut: a.Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender b.Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender
2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak Perempuan.
Sasaran yang dicapai dari tujuan kedua meliputi sebagai berikut: a.Berkurangnya kasus kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO b.Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap
Perempuan termasuk TPPO
3. Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus Sasaran yang dicapai dari tujuan ketiga meliputi sebagai berikut:
a. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak
b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak
c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak
Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran Dinas KB PP PA Kabupaten Cilacap disajikan pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas KB PP PA Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026


	
No
	
Tujuan
	
Indikator Tujuan
	
Sasaran
	Indikator Tujuan / Sasaran
	KONDISI AWAL
	Target Kinerja Sasaran

	
	
	
	
	
	Tahun 2021
	Tahun 2022
	Tahun 2023
	Tahun 2024
	Tahun 2025
	Tahun 2026

	1
	2
	
	3
	4
	
	
	10
	11
	12
	13

	1
	Meningkat kan kesetaraa n,keadilan gender dan pemenuha n	hak
anak
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
	
	
	


86,96
	


87,15
	


87,32
	


87,49
	


87,66
	


87,83

	
	
	
	Meningkatnya kualitas pencapaian
kesetaraan	dan keadilan gender
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
	

70,67
	

70,97
	

71,34
	

71,72
	

72,09
	

72,47

	
	
	
	Meningkatnya kualitas tumbuh kembang	anak dan	kapasitas kelembagaan pemenuhan  hak serta
perlindungan khusus anak
	Kategori KLA
	Nindya
	Nindya
	Nindya
	Nindya
	Nindya
	Nindya

	
	
	
	
	Persentase Kecamatan yang	mampu memenuhi hak anak
	


4
	


8,33
	


16,67
	


25,00
	


33,33
	


50,00

	
	
	
	Meningkatnya kualitas ketersediaan data gender dan anak
	Persentase Pemenuhan indikator	data gender		dan
anak	dalam Siga
	

75
	

75
	

82
	

89
	

96
	

100

	2
	Meningkat kan kualitas derajat kesehatan masyarak at
	Usia Harapan
Hidup
	
	
	73,9
	74,06
	74,23
	74,4
	74,57
	74,74

	
	
	
	Meningkatnya kualitas pengendalian penduduk	dan
keluarga berencana
	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)
	
1,18
	
1,13
	
1,08
	
0,98
	
0,89
	
0,89

	
	
	
	
	Total	Fertility Rate (TFR)
	
2,04
	
2,2
	
2,16
	
2,09
	
2,04
	
2,00



3.3. [bookmark: 13. BAB 3.2.pdf (p.73-74)][bookmark: 13. BAB 3.2.pdf (p.73-74)]Inovasi Dinas KB PP PA

Lakon Kaprok Kampung KB (Lapak Konseling Kesehatan Reproduksi Kampung Keluarga Berencana) menjadi salah satu inovasi strategis untuk dapat menggemakan kembali program KB umumnya di wilayah Kabupaten Cilacap dan khususnya di desa desa di seluruh Kabupaten Cilacap.
Latar Belakang di Bentuknya Kampung KB, yaitu :
1. Program KB tidak lagi bergema dan terdengar gaungnya seperti pada era Orde Baru.
2. Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di  tingkat  kampung atau yang setara melalui program KKBPK / Bangga Kencana serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.
3. Penguatan program KKBPK yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat.
4. Mewujudkan cita-cita pembangunan Indonesia yang tertuang dalam Nawacita terutama agenda prioritas ke 3 yaitu “ Memulai pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan" serta Agenda Prioritas ke 5, yaitu : "Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia ".
5. Mengangkat dan menggairahkan kembali program KB guna menyongsong tercapainya bonus demografi yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2010 – 2030.


3.4 Program dan Kegiatan Dinas KB PP  PA

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran  Rencana  Kerja  Dinas KB PP PA Kabupaten Cilacap Tahun 2023 sebagaimana  diuraikan  diatas maka diperlukan rumusan program/kegiatan. Dalam merumuskan program/kegiatan Rencana Kerja Dinas KB PP PA Kabupaten Cilacap Tahun 2023 ada beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunannya antara lain :
1. UU No. 17/ 2003 tentang Keuangan negara dan UU No.  25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Ketersediaan     data     dan     infomasi	kebutuhan     penyusunan





RENCANA KERJA DINAS KB PP PA KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023
62


rumusan kebijakan perencanaan keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Menganalisa	indikator	kinerja	yang	telah	ditetapkan	pada	RPD Kabupaten Cilacap tahun 2023-2026.
4. Penerapan	anggaran	kinerja	dalam	rangka	peningkatan	efisien dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan;
5. Ketersediaan	pranata,	sarana	dan	prasarana	dalam	perencanaan Dinas KB PP PA Kabupaten Cilacap
6. Adanya sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan Dinas KB PP PA .
Secara garis besar rumusan program/kegiatan Rencana Kerja (Renja) Dinas KB PP PA Kabupaten Cilacap Tahun 2023 adalah sebagai berikut:
1. Program/kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Dinas KB PP PA Kabupaten Cilacap Tahun 2023 merupakan program/kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD dalam kerangka perumusan penyusunan dokumen perencanaan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak (budgeting).
2. Jumlah  program  yang  akan  dilaksanakan    pada    tahun    2023 adalah sebanyak 9 program yang terdiri 1 program  eks-rutin,  5 program urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 3 program urusan keluarga berencana.
3. Jumlah Kegiatan yang  akan   dilaksanakan tahun 2023 adalah sebanyak 22 kegiatan yang terdiri dari 53 Sub kegiatan.
4. Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan Program / Kegiatan Renja Dinas KB PP PA  Kabupaten  Cilacap  Tahun   2023 secara total sebesar Rp. 12.432.616.000,- yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Cilacap.

 (
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[bookmark: 14.BAB 4.pdf (p.75-77)]BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KB PP PA KABUPATEN CILACAP

Mendasari Renstra Dinas KB PP PA Kabupaten Cilacap  Tahun  2023- 2026 maka pada Rencana Kerja Dinas KB PP PA Kabupaten  Cilacap  Tahun 2023 direncanakan terdapat 9 program, 22 kegiatan, dan 53 sub kegiatan dengan jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif secara total sebesar Rp. 12.432.616.000,- terdiri dari Rp. 8.031.326.450,- untuk anggaran rutin di Sekretariat dan Rp. 4.401.289.550,- untuk urusan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Program, kegiatan, dan, sub kegiatan prioritas yang direncanakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
a. Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Program ini diarahkan pada kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota, Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi		pada	Organisasi	Kemasyarakatan	Kewenangan Kabupaten/Kota Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Rasio Program dan kegiatan responsif gender di Perangkat Daerah Sebesar	87 %, Persentase Perempuan yang menjadi Calon Legislatif sebesar 39 %, dan Persentase Organisasi wanita yang aktif sebesar 95
%.
b. Program Perlindungan Perempuan.
Program ini diarahkan pada kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota. Dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Rasio korban kekerasan terhadap perempuan sebesar 0,00008% dan Persentase perempuan yang bekerja atau mempunyai usaha sebesar 47 %.
c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
Program ini diarahkan pada kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase Cakupan Keluarga yang terlayani puspaga sebesar

0,00006 dan persentase kecamatan yang memiliki puspaga sebesar 31
%.
d. Program Pemenuhan Hak Anak
Program ini diarahkan pada kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dan kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase desa / Kelurahan Layak anak sebesar 43 %.
e. Program Perlindungan Khusus Anak
Program ini diarahkan pada kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian persentase anak korban kekerasan yang terlayani sesuai standar sebesar 85 %.
f. Program Penunjang Urusan Pemerintah
Program ini diarahkan pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan  Pemeliharaan  Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
g. Program Pengendalian Penduduk
Program ini diarahkan pada kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk, Program ini diarahkan pada pencapaian persentase Usia Kawin Pertama yang isterinya di bawah usia 20 tahun sebesar 18,10 %
h. Program Pembinaan Keluarga Berencana.
Program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal, Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota, Pemberdayaan



 (
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dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB, Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase Jumlah Peserta KB / CPR sebesar 68,21 dan Persentase Un Meed Need sebesar 13,72 %.
i. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
Program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan  Kesejahteraan  Keluarga dan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Program ini diarahkan pada pencapaian Persentase Kelompok Masyarakat di bidang pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera yang di bina (UPPKS, PIK KRR,BKL,BKB) sebesar 60 % dan Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) aktif sebesar 75 %.

Rencana Program dan Kegiatan Dinas KB, PP dan PA Kabupaten Cilacap yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 diuraikan sebagai berikut :
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[bookmark: 15.TABEL 4.1.pdf (p.78-99)]Tabel 4.1
RUMUSAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024 DINAS KB PP PA KABUPATEN CILACAP

	Kode
	Urusan/ Bidang Urusan/
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
	Kelompok Sasaran
	Prakiraan Maju Rencana Tahun

	
	
	
	Target 2023
	Pagu Indikatif
	Lokasi
	Sumber Dana
	
	Target
	Pagu Indikatif

	
	

	2
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
	YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN D
	12.432.616.000
	
	
	
	
	

	2.08
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
	2.064.800.000
	
	1.464.000.000

	2.08.02
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	Persentase Perempuan yang menjadi Calon Legislatif.
	39%
	910.000.000
	
	
	
	39%
	273.000.000

	
	
	Rasio korban kekerasan
	0,00%
	
	
	
	
	0,00%
	

	
	
	terhadap perempuan.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Rasio Program dan kegitan
	87%
	
	
	
	
	87%
	

	
	
	responsif gender di Perangkat
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Daerah.
	
	
	
	
	
	
	

	2.08.02.2.01
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
	Tercapainya Rasio Program dan Kegiatan responsif gender di SKPD
	100%
	85.000.000
	
	
	
	100%
	90.000.000

	2.08.02.2.01.02
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota.
	1 Dokumen.
	35.000.000
	Kab. Cilacap.





Semua Kecamatan
	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD).
	Perencana SKPD di Kabupaten Cilacap
	1 Dokumen.
	50.000.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[#] Evaluasi Pelaksanaan PUG
	
	
	35.000.000
	
	
	
	
	

	2.08.02.2.01.04
	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota.
	29 Perangkat Daerah.
	50.000.000
	Kab. Cilacap.







Semua Kecamatan
	[DANA UMUM] -
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum.
	Perencana SKPD di Kabupaten Cilacap
	29 Perangkat Daerah.
	40.000.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[#] Pelatihan PPRG bagi
Perencana SKPD
	
	
	50.000.000
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 (
Kode
Urusan/ Bidang Urusan/
 
Program/
 
Kegiatan/ 
Sub
Kegiatan
Indikator
 
Program/
 
Kegiatan/
 
Sub
 
Kegiatan
Capaian
 
Kinerja
 
dan
 
Kerangka
 
Pendanaan
Kelompok
 
Sasaran
Prakiraan
 
Maju
 
Rencana
 
Tahun
Target
 
2023
Pagu Indikatif
Lokasi
Sumber
 
Dana
Target
Pagu Indikatif
2.08.02.2.02
Pemberdayaan
 
Perempuan
 
Bidang
 
Politik,
 
Hukum,
 
Sosial,
 
dan
 
Ekonomi
 
pada
 
Organisasi
 
Kemasyarakatan
 
Kewenangan
 
Kabupaten/Kota
Tercapainya
 
Persentase
 
Perempuan
 
yang
 
menjadi
 
Calon
 
Legislatif
39%
795.000.000
39%
153.000.000
2.08.02.2.02.01
Sosialisasi
 
Peningkatan
 
Partisipasi
 
Perempuan
 
di
 
Bidang
 
Politik,
 
Hukum,
 
Sosial dan
 
Ekonomi
Jumlah
 
Dokumen
 
Hasil
 
Sosialisasi
 
Peningkatan
 
Partisipasi
 
Perempuan
 
di
 
Bidang
 
Politik,
 
Hukum,
 
Sosial
 
dan
 
Ekonomi
 
Kewenangan
 
Kabupaten/Kota.
4
 
Dokumen.
720.000.000
Kab.
 
Cilacap.
Semua
 
Kecamatan
[DANA
 
UMUM]
 
-
Dana 
Transfer
 
Umum-Dana
 
Alokasi
 
Umum.
Organisasi
 
Perempuan,
 
Pengurus
 
Partai,
 
Organisasi
 
Wanita
 
Aktif
4
 
Dokumen.
65.000.000
[#]
 
Pelatihan
 
Peningkatan
 
Kualitas
 
Hidup
 
Perempuan
 
Bagi
 
Muslimat
 
dan
 
Fatayat
 
NU
660.000.000
[#] Penyuluhan Ekonomi
 
Produktif
 
Bagi
 
Perempuan
19.880.000
[#]
 
Peringatan
 
Hari
 
Kartini
 
dan
 
Hari
 
Ibu
40.120.000
2.08.02.2.02.02
Advokasi
 
Kebijakan
 
dan
 
Pendampingan
 
Peningkatan
 
Partisipasi
 
Perempuan
 
dan
 
Politik,
 
Hukum,
 
Sosial
 
dan
 
Ekonomi
Jumlah Organisasi Masyarakat
 
yang Mendapat Advokasi dan
 
Pendampingan Kebijakan
 
Peningkatan
 
Partisipasi
 
Perempuan di Bidang Politik,
 
Hukum,
 
Sosial
 
dan
 
Ekonomi
 
Kewenangan
 
Kabupaten/Kota.
33
 
Organisasi.
75.000.000
Kab.
 
Cilacap.
Semua
 
Kecamatan
[DANA
 
UMUM]
 
-
Dana 
Transfer
 
Umum-Dana
 
Alokasi
 
Umum.
Organisasi
 
Perempuan,
 
Pengurus
 
Partai,
 
Organisasi
 
Wanita
 
Aktif
33
 
Organisasi.
88.000.000
[#]
 
Pembinaan
 
Organisasi
 
Perempuan
75.000.000
2.08.02.2.03
Penguatan
 
dan
 
Pengembangan
 
Lembaga
 
Penyedia
 
Layanan
 
Pemberdayaan
 
Perempuan
 
Kewenangan
 
Kabupaten/Kota
Tercapaianya
 
Persentase
 
Organisasi
 
wanita
 
yang
 
aktif
100%
30.000.000
100%
30.000.000
2.08.02.2.03.02
RENCANA
 
KERJ
Peningkatan Kapasitas
 
Sumber
 
Daya
 
Lembaga
 
Penyedia
 
Layanan
 
Pemberdayaan
 
Perempuan
 
Kewenangan
 
Kabupaten/Kota
A
 
DINAS
 
KB
 
PP
 
PA
 
KABUPATEN
Jumlah
 
sumber
 
Daya
 
Lembaga
 
Penyedia
 
Layanan
 
Pemberdayaan
 
Perempuan
 
Kewenangan
 
Kabupaten/Kota
 
yang
 
Mendapat
 
Peningkatan.
CILACAP
 
TAHUN
 
2023
150
 
Orang.
30.000.000
Kab.
 
Cilacap.
[DANA
 
UMUM]
 
-
 
PENDAPATAN
 
ASLI
 
DAERAH
 
(PAD).
Kelompok Rentan,
 
Korban kekerasan
 
dan keluarga korban
 
kekerasan,
 
Pengusaha
 
Perempuan,
 
UKM
 
dan
UPPKS
150
 
Orang.
30.000.000
)
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	Kode
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub
Kegiatan
	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
	Kelompok Sasaran
	Prakiraan Maju Rencana Tahun

	
	
	
	Target 2023
	Pagu Indikatif
	Lokasi
	Sumber Dana
	
	Target
	Pagu Indikatif

	
	
	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan
Kapasitas .
	.
	
	Semua Kecamatan
	
	
	.
	

	
	[#] Kegiatan Pelatihan Peningkatan SDM bagi Pendamping Pelayanan Korban
Kekerasan
	
	
	30.000.000
	
	
	
	
	

	2.08.03
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
	Persentase perempuan yang bekerja atau mempunyai usaha.
Rasio Kekerasan terhadap Perempuan.
	47%


0,00%
	441.800.000
	
	
	
	47%


0,00%
	401.000.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.08.03.2.01
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Peserta Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Perdagangan Orang (TPPO) Meningkatnya Persentase perempuan yang bekerja atau
mempunyai usaha
	210 Orang


47%
	25.125.000
	
	
	
	210 Orang


47%
	26.000.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.08.03.2.01.01
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.


Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
	1 Dokumen.







.
	9.125.000
	Kab. Cilacap.







Semua Kecamatan
	[DANA UMUM] -
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum.
	Peserta Gugus Tugas TPPO
	1 Dokumen.







.
	10.000.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[#] Rakor Gugus Tugas TPPO
	
	
	9.125.000
	
	
	
	
	

	2.08.03.2.01.02
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan KewenanganKabupaten/Kota.
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
	29 Perangkat Daerah.



.
	16.000.000
	Kab. Cilacap.




Semua Kecamatan
	[DANA UMUM] -
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum.
	Peserta Gugus Tugas TPPO
	29 Perangkat Daerah.



.
	16.000.000
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	Kode
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub
Kegiatan
	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
	Kelompok Sasaran
	Prakiraan Maju Rencana Tahun

	
	
	
	Target 2023
	Pagu Indikatif
	Lokasi
	Sumber Dana
	
	Target
	Pagu Indikatif

	
	[#] Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana
Perdagangan Orang
	
	
	16.000.000
	
	
	
	
	

	2.08.03.2.03
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Meningkatnya Prosentase perempuan yang bekerja atau mempunyai usaha
	25%
	416.675.000
	
	
	
	25%
	375.000.000

	2.08.03.2.03.01
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.

Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban KekerasanKewenangan Kabupaten/Kota.
	.






2 Laporan.
	25.000.000
	Kab. Cilacap.






Semua Kecamatan
	[DANA UMUM] -
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum.
	Kelompok Rentan, Korban kekerasan, keluarga korban kekerasan, Pengusaha perempuan, UMKM dan UPPKS
	.






2 Laporan.
	25.000.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[#] Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Korban KDRT
	
	
	25.000.000
	
	
	
	
	

	2.08.03.2.03.04
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
	1 Dokumen.
	391.675.000
	Kab. Cilacap.






Semua Kecamatan
	[DANA UMUM] -
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum.
	Kelompok Rentan, Korban kekerasan, keluarga korban kekerasan, Pengusaha perempuan, UMKM dan UPPKS
	1 Dokumen.
	350.000.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[#] Fasilitasi Organisasi Darmawanita Persatuan dan
GOP TKI Kabupaten Cilacap
	
	
	341.675.000
	
	
	
	
	

	
	[#] Hibah PD Aisyiyah
	
	
	50.000.000
	
	
	
	
	

	2.08.04
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
	Cakupan Keluarga yang terlayani puspaga.
persentase Kecamatan desa / kelurahan yang memiliki puspaga.
	0,00%


31%
	185.000.000
	
	
	
	0,00%


31%
	215.000.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Kode
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub
Kegiatan
	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
	Kelompok Sasaran
	Prakiraan Maju Rencana Tahun

	
	
	
	Target 2023
	Pagu Indikatif
	Lokasi
	Sumber Dana
	
	Target
	Pagu Indikatif

	2.08.04.2.01
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Meningkatnya Prosentase Perempuan yang Bekerja atau Mempunyai Usaha


Meningkatnyan Cakupan Keluarga yang terlayani puspaga
	31%




31%
	185.000.000
	
	
	
	31%




31%
	215.000.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.08.04.2.01.02
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)  Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia.
	2 Dokumen.
	100.000.000
	Kab. Cilacap.






Semua Kecamatan
	[DANA UMUM] -
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum.
	Keluarga TKI, Calon TKI, TKI Purna, TP
PKK, Penyandang ODHA
	2 Dokumen.
	100.000.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[#] Gerakan Sayang Ibu
	
	
	50.000.000
	
	
	
	
	

	
	[#] Sosialisasi UU Perlindungan Anak PKDRT dan Pornografi Tk. Kecamatan/Desa/Sekolah
	
	
	50.000.000
	
	
	
	
	

	2.08.04.2.01.03
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.
	3 Laporan.
	85.000.000
	Kab. Cilacap.
	[DANA UMUM] -
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum.
	Keluarga TKI, Calon TKI, TKI Purna, TP
PKK, Penyandang ODHA
	3 Laporan.
	115.000.000

	
	
	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.
	.
	
	Semua Kecamatan
	
	
	.
	

	
	[#] Pembentukan dan Pembinaan Bina Keluarga TKI
	
	
	30.000.000
	
	
	
	
	

	
	[#] Pembentukan Puspaga
	
	
	55.000.000
	
	
	
	
	

	2.08.06
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
	persentase desa / Kelurahan Layak anak.

Prosentase pencapaian desa / kelurahan layak anak.
	43%


43%
	283.000.000
	
	
	
	43%


43%
	400.000.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 (
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Program/
 
Kegiatan/ 
Sub
Kegiatan
Indikator
 
Program/
 
Kegiatan/
 
Sub
 
Kegiatan
Capaian
 
Kinerja
 
dan
 
Kerangka
 
Pendanaan
Kelompok
 
Sasaran
Prakiraan
 
Maju
 
Rencana
 
Tahun
Target
 
2023
Pagu Indikatif
Lokasi
Sumber
 
Dana
Target
Pagu Indikatif
2.08.06.2.01
Pelembagaan
 
PHA
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Lembaga
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Nonpemerintah,
 
dan
 
Dunia
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Kewenangan
 
Kabupaten/Kota
meningkatnya
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/
 
Kelurahan
 
Layak
 
anak
43%
177.000.000
43%
215.000.000
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Kebijakan
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Anak
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Non
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Media
 
dan
 
Dunia
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Kabupaten/Kota
Jumlah
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Non
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dan
 
Dunia
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Kebijakan
 
dan
 
Pendampingan
 
Pemenuhan
 
Hak
 
Anak
 
pada Organisasi
 
Pemerintah,
 
Non
 
Pemerintah,
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dan
 
Dunia
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7
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[DANA
 
UMUM]
 
-
Dana 
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7
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Kabupaten/Kota.
2
 
Dokumen.
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Semua
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Transfer
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Tenaga
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dan
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2
 
Dokumen.
115.000.000
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	Kode
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub
Kegiatan
	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
	Kelompok Sasaran
	Prakiraan Maju Rencana Tahun

	
	
	
	Target 2023
	Pagu Indikatif
	Lokasi
	Sumber Dana
	
	Target
	Pagu Indikatif

	
	
	
	
	
	Semua Kecamatan
	
	
	
	

	
	[#] Pemenuhan Hak Anak melalui penyediaan ruang bermain anak di P2TP2A Citra
	
	
	15.000.000
	
	
	
	
	

	2.08.06.2.02.03
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
	2 Dokumen.
	51.000.000
	Kab. Cilacap.







Semua Kecamatan
	[DANA UMUM] -
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum.
	Anak dan Peserta Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Kabupaten Cilacap
	2 Dokumen.
	125.000.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[#] Fasilitasi dan Operasionalisasi Telepon Anak
	
	
	6.000.000
	
	
	
	
	

	
	[#] Pelaksanaan Peringatan Hari
Anak Nasional Tk. Kabupaten Cilacap
	
	
	45.000.000
	
	
	
	
	

	2.08.06.2.02.04
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
	2 Dokumen.
	40.000.000
	Kab. Cilacap.





Semua Kecamatan
	[DANA UMUM] -
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum.
	Anak dan Peserta Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Kabupaten Cilacap
	2 Dokumen.
	60.000.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[#] Peningkatan / Pembinaan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak ( P2TP2A )
	
	
	40.000.000
	
	
	
	
	

	2.08.07
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
	persentase anak korban kekerasan yang terlayani sesuai standar.
persentase anak korban
kekerasan yang terlayani sesuai standar.
	85%


86%
	245.000.000
	
	
	
	85%


86%
	175.000.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.08.07.2.01
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak  yang  Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
	Meningkatnya persentase anak korban kekerasan yang terlayani sesuai standar
	86%
	20.000.000
	
	
	
	86%
	20.000.000



 (
RENCANA
 
KERJA
 
DINAS
 
KB
 
PP
 
PA
 
KABUPATEN
 
CILACAP
 
TAHUN
 
2023
) (
75
)
	Kode
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub
Kegiatan
	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
	Kelompok Sasaran
	Prakiraan Maju Rencana Tahun

	
	
	
	Target 2023
	Pagu Indikatif
	Lokasi
	Sumber Dana
	
	Target
	Pagu Indikatif

	2.08.07.2.01.01
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program  dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak.

Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
	29 Perangkat Daerah.





.
	20.000.000
	Kab. Cilacap.






Semua Kecamatan
	[DANA UMUM] -
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum.
	Anak  kelompok rentan (HIV/AIDS dan Yatim/PIatu terdampak Covid-19)
	29 Perangkat Daerah.





.
	20.000.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[#] Advokasi Perlindungan anak pada kelompok Rentan (anak dengan HIV/AIDS dan Yatim / Piatu terdampak Covid -19)
	
	
	20.000.000
	
	
	
	
	

	2.08.07.2.02
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Meningkatnya persentase anak korban kekerasan yang terlayani sesuai standar
	85%
	60.000.000
	
	
	
	85%
	60.000.000

	2.08.07.2.02.01
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota.
	100 Orang.
	60.000.000
	Kab. Cilacap.





Semua Kecamatan
	[DANA UMUM] -
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum.
	Anak yang berhadapan dengan hukum
	100 Orang.
	60.000.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[#] Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
	
	
	15.988.000
	
	
	
	
	

	
	[#] Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum
	
	
	44.012.000
	
	
	
	
	

	2.08.07.2.03
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Peserta Pembinaan dan Pelayanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus
	290 Orang
	165.000.000
	
	
	
	290 Orang
	95.000.000



	Kode
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub
Kegiatan
	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
	Kelompok Sasaran
	Prakiraan Maju Rencana Tahun

	
	
	
	Target 2023
	Pagu Indikatif
	Lokasi
	Sumber Dana
	
	Target
	Pagu Indikatif

	
	
	meningkatnya persentase anak korban kekerasan yang terlayani
sesuai standar
	85%
	
	
	
	
	85%
	

	2.08.07.2.03.02
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya  Lembaga  Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus KewenanganKabupaten/Kota.
	1 Dokumen.
	165.000.000
	Kab. Cilacap.
	.
	Pengurus T2TP2 Tingkat Kecamatan
	1 Dokumen.
	95.000.000

	
	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota.
	.
	
	Semua Kecamatan
	
	
	.
	

	
	[#] Fasilitasi Evaluasi dan Penilaian Sekolah Ramah Anak
	
	
	25.776.800
	
	
	
	
	

	
	[#] Fasilitasi Pembentukan Forum Anak Kecamatan dan
desa / Kelurahan
	
	
	27.952.000
	
	
	
	
	

	
	[#] Fasilitasi Pertemuan Rutin Pengurus dan Pelaksanaan Program Kerja Forum Anak
Kabupaten
	
	
	48.786.200
	
	
	
	
	

	
	[#] Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan melalui Forum Anak
	
	
	41.610.000
	
	
	
	
	

	
	[#] Pelatihan Konselor Sebaya Bagi Forum Anak Kabupaten
	
	
	20.875.000
	
	
	
	
	

	2.14
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
	10.367.816.000
	
	10.263.395.358

	2.14.01
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	Persentase ketercapaian perencanaan, kepegawaian dan keuangan Perangkat daerah.
	12 bulan
	8.031.326.450
	
	
	
	12 bulan
	8.208.395.358

	
	
	Persentase ketercapaian perencanaan, kepegawaian dan keuangan Perangkat daerah.
	20%
	
	
	
	
	20%
	



	Kode
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub
Kegiatan
	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
	Kelompok Sasaran
	Prakiraan Maju Rencana Tahun

	
	
	
	Target 2023
	Pagu Indikatif
	Lokasi
	Sumber Dana
	
	Target
	Pagu Indikatif

	
	
	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah.

Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah.

Tercapainya administrasi keuangan setiap bulan. Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.
Terpenuhinya sarana dan Prasarana sesuai Kebutuhan.

Terpenuhinya sarana prasarana sesuai kebutuhan.

Tersedianya administrasi Perkantoran setiap bulan. Tersedianya Administrasi
Perkantoran setiap bulan.
	20%



80%



12 bulan

100%


100%


100%


12 bulan

12 Bulan
	
	
	
	
	20%



80%



12 bulan

100%


100%


100%


12 bulan

12 Bulan
	

	2.14.01.2.01
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
	Tersusunya Dokumen Renja. Renja Perubahan
	3 Dokumen
	40.000.000
	
	
	
	3 Dokumen
	40.000.000

	2.14.01.2.01.01
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah .




Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
	.





2 Dokumen.
	25.000.000
	Kab. Cilacap.





Semua Kecamatan
	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD).
	DokumenPerencanaa n,  Pengganggaran dan evaluasi Kinerja Dinas KB PP PA Kabupaten Cilacap
	.





2 Dokumen.
	25.000.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[#] Penyusunan Renja Perangkat Daerah
	
	
	25.000.000
	
	
	
	
	

	2.14.01.2.01.07
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
	1 Laporan.
	15.000.000
	Kab. Cilacap.





Semua Kecamatan
	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD).
	DokumenPerencanaa n,  Pengganggaran dan evaluasi Kinerja Dinas KB PP PA Kabupaten Cilacap
	1 Laporan.
	15.000.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[#] Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP
	
	
	15.000.000
	
	
	
	
	



	Kode
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub
Kegiatan
	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
	Kelompok Sasaran
	Prakiraan Maju Rencana Tahun

	
	
	
	Target 2023
	Pagu Indikatif
	Lokasi
	Sumber Dana
	
	Target
	Pagu Indikatif

	2.14.01.2.02
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Tersedianya Administrasi Keuangan Dinas KB PP dan PA
Kab. Cilacap
	12 Bulan
	5.433.957.507
	
	
	
	12 Bulan
	5.286.207.358

	2.14.01.2.02.01
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN.


Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN.
	12 bulan.



.
	5.433.957.507
	Kab. Cilacap.



Semua Kecamatan
	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD).
	ASN Dinas KB PP dan PA Kabupaten Cilacap
	12 bulan.



.
	5.286.207.358

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS ( Belanja gaji dan Tunjangan )
	
	
	4.908.173.507
	
	
	
	
	

	
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	
	
	525.784.000
	
	
	
	
	

	2.14.01.2.06
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Tersedianya Administrsi Umum Dinas KB PP dm PA
	12 bulan
	730.000.000
	
	
	
	12 bulan
	936.792.000

	2.14.01.2.06.02
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.
	12 Paket.
	127.000.000
	Kab. Cilacap.



Semua Kecamatan
	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD).
	Sarana Kantor dan Pegawai Dinas KB PP dan PA Kabupaten Cilacap
	12 Paket.
	126.000.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[#] Penyediaan alat tulis kantor
	
	
	46.419.900
	
	
	
	
	

	
	[#] Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	
	
	80.580.100
	
	
	
	
	

	2.14.01.2.06.04
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan.
	11 Paket.
	322.000.000
	Kab. Cilacap.



Semua Kecamatan
	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD).
	Sarana Kantor dan Pegawai Dinas KB PP dan PA Kabupaten Cilacap
	11 Paket.
	339.792.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[#] Penyediaan makanan dan minuman
	
	
	322.000.000
	
	
	
	
	

	2.14.01.2.06.05
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan.
	12 Paket.
	51.000.000
	Kab. Cilacap.



Semua Kecamatan
	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD).
	Sarana Kantor dan Pegawai Dinas KB PP dan PA Kabupaten Cilacap
	12 Paket.
	51.000.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[#] Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
	
	
	51.000.000
	
	
	
	
	



	Kode
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub
Kegiatan
	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
	Kelompok Sasaran
	Prakiraan Maju Rencana Tahun

	
	
	
	Target 2023
	Pagu Indikatif
	Lokasi
	Sumber Dana
	
	Target
	Pagu Indikatif

	2.14.01.2.06.09
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
	12 Laporan.
	230.000.000
	Kab. Cilacap.



Semua Kecamatan
	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD).
	Sarana Kantor dan Pegawai Dinas KB PP dan PA Kabupaten Cilacap
	12 Laporan.
	420.000.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[#] Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
	
	
	230.000.000
	
	
	
	
	

	2.14.01.2.07
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
	Jumlah Pengadaan barang milik daerah
	6 unit
	41.500.000
	
	
	
	6 unit
	50.000.000

	2.14.01.2.07.06
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan.
	7 Unit.
	41.500.000
	Kab. Cilacap.



Semua Kecamatan
	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD).
	Sarana Kantor Dinas KB PP PA Kab.
Cilacap
	7 Unit.
	50.000.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[#] Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya
	
	
	41.500.000
	
	
	
	
	

	2.14.01.2.08
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	12 Bulan
	1.205.410.450
	
	
	
	12 Bulan
	1.200.396.000

	2.14.01.2.08.02
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.
	12 Laporan.
	349.032.250
	Kab. Cilacap.



Semua Kecamatan
	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD).
	Sarana Kantor dan Pegawai Dinas KB P PA Kabupaten Cilacap
	12 Laporan.
	344.000.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[#] Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	
	
	349.032.250
	
	
	
	
	

	2.14.01.2.08.04
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan.
	12 Laporan.
	856.378.200
	Kab. Cilacap.



Semua Kecamatan
	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD).
	Sarana Kantor dan Pegawai Dinas KB P PA Kabupaten Cilacap
	12 Laporan.
	856.396.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	
	
	856.378.200
	
	
	
	
	

	2.14.01.2.09
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Terpelihara
	263 unit
	580.458.493
	
	
	
	263 unit
	695.000.000

	2.14.01.2.09.01
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya.
	144 Unit.
	394.000.000
	Kab. Cilacap.





Semua Kecamatan
	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD).
	Kantor Dinas KB PP dan PA Kabupaten Cilacap
	144 Unit.
	525.000.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Kode
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub
Kegiatan
	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
	Kelompok Sasaran
	Prakiraan Maju Rencana Tahun

	
	
	
	Target 2023
	Pagu Indikatif
	Lokasi
	Sumber Dana
	
	Target
	Pagu Indikatif

	
	[#] Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
	
	
	394.000.000
	
	
	
	
	

	2.14.01.2.09.05
	Pemeliharaan Mebel
	Jumlah Mebel yang Dipelihara .



Jumlah Mebel yang Dipelihara.
	.



102 Unit.
	15.000.000
	Kab. Cilacap.



Semua Kecamatan
	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD).
	Kantor Dinas KB PP dan PA Kabupaten Cilacap
	.



102 Unit.
	15.000.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[#] Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
	
	
	15.000.000
	
	
	
	
	

	2.14.01.2.09.06
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara .

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara.
	.



72 Unit.
	56.000.000
	Kab. Cilacap.



Semua Kecamatan
	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD).
	Kantor Dinas KB PP dan PA Kabupaten Cilacap
	.



72 Unit.
	55.000.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	
	
	18.000.000
	
	
	
	
	

	
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	
	
	38.000.000
	
	
	
	
	

	2.14.01.2.09.09
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.
	26 Unit.
	115.458.493
	Kab. Cilacap.



Semua Kecamatan
	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD).
	Kantor Dinas KB PP dan PA Kabupaten Cilacap
	26 Unit.
	100.000.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[#] Pemeliharaan Gedung Kantor
	
	
	96.058.493
	
	
	
	
	

	
	[#] Pemeliharaan Gudang Kantor
	
	
	19.400.000
	
	
	
	
	

	2.14.02
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
	Persentase Usia Kawin Pertama
yang isterinya di bawah usia 20 tahun.
	18,10%
	90.000.000
	
	
	
	18,10%
	76.000.000

	2.14.02.2.01
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
	Jumlah OPD yang mengikuti Rapat Pengendalian Program KKBPK
	53 OPD
	90.000.000
	
	
	
	53 OPD
	76.000.000



	Kode
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub
Kegiatan
	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
	Kelompok Sasaran
	Prakiraan Maju Rencana Tahun

	
	
	
	Target 2023
	Pagu Indikatif
	Lokasi
	Sumber Dana
	
	Target
	Pagu Indikatif

	2.14.02.2.01.11
	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan
	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan.
	2 Dokumen.
	40.000.000
	Kab. Cilacap.





Semua Kecamatan
	[DANA UMUM] -
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum.
	Pemangku Kebijakan di Kabupaten dan Lembaga Formal, Non Formal serta Informal
	2 Dokumen.
	25.000.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[#] Pembentukan Kelompok Siaga Kependudukan
	
	
	40.000.000
	
	
	
	
	

	2.14.02.2.01.15
	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK
	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) .

Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana).
	.





2 Laporan.
	50.000.000
	Kab. Cilacap.





Semua Kecamatan
	[DANA UMUM] -
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum.
	Pemangku Kebijakan di Kabupaten dan Lembaga Formal, Non Formal serta Informal
	.





2 Laporan.
	51.000.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[#] Rakerda Bidang KB
	
	
	20.000.000
	
	
	
	
	

	
	[#] Rakor pengendalian penduduk
	
	
	30.000.000
	
	
	
	
	

	2.14.03
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
	Persentase Jumlah Peserta KB / CPR.

Persentase Un Meed Need.
	68,21%


13,72%
	1.952.489.550
	
	
	
	68,21%


13,72%
	1.760.000.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.14.03.2.01
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai
Kearifan Budaya Lokal
	Jumlah Layanan komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE Program Bangga Kencana)
	58 layanan
	610.989.550
	
	
	
	58 layanan
	450.000.000

	2.14.03.2.01.01
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja.
	7 Organisasi.
	219.990.050
	Kab. Cilacap.







Semua Kecamatan
	[DANA UMUM] -
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum.
	Pemangku Kebijakan, Tokoh Informal, Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), Keluarga, Pasangan Usia Subur dan Peserta KB
	7 Organisasi.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Kode
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub
Kegiatan
	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
	Kelompok Sasaran
	Prakiraan Maju Rencana Tahun

	
	
	
	Target 2023
	Pagu Indikatif
	Lokasi
	Sumber Dana
	
	Target
	Pagu Indikatif

	
	[#] Pembinaan Keluarga Berencana
	
	
	219.990.050
	
	
	
	
	

	2.14.03.2.01.02
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal
	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal.
	1 Dokumen.
	165.000.000
	Kab. Cilacap.







Semua Kecamatan
	[DANA UMUM] -
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum.
	Pemangku Kebijakan, Tokoh Informal, Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), Keluarga, Pasangan Usia Subur dan Peserta KB
	1 Dokumen.
	200.000.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[#] ATK 24 BALAI KB KECAMATAN
	
	
	87.152.100
	
	
	
	
	

	
	[#] Pelayanan KIE Program
Bangga Kencana mengunakan MUPEN
	
	
	32.850.800
	
	
	
	
	

	
	[#] Pembinaan Keluarga Berencana Melalui Fasilitasi Orientasi KB Bagi Ormas
Keagamaan
	
	
	44.997.100
	
	
	
	
	

	2.14.03.2.01.04
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang.
	3 Dokumen.
	170.000.000
	Kab. Cilacap.







Semua Kecamatan
	[DANA UMUM] -
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum.
	Pemangku Kebijakan, Tokoh Informal, Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), Keluarga, Pasangan Usia Subur dan Peserta KB
	3 Dokumen.
	195.000.000

	
	[#] Pelayanan KIE Bangga Kencana Melallui Pemasangan
Baliho
	
	
	100.000.000
	
	
	
	
	

	
	[#] Pelayanan KIE Bangga Kencana Melallui Pemasangan
MMT Baliho
	
	
	70.000.000
	
	
	
	
	

	2.14.03.2.01.05
	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK
	.
	.
	35.000.000
	Kab. Cilacap.
	[DANA UMUM] -
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum.
	Pemangku Kebijakan, Tokoh Informal, Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), Keluarga, Pasangan Usia Subur dan Peserta KB
	.
	40.000.000



	Kode
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub
Kegiatan
	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
	Kelompok Sasaran
	Prakiraan Maju Rencana Tahun

	
	
	
	Target 2023
	Pagu Indikatif
	Lokasi
	Sumber Dana
	
	Target
	Pagu Indikatif

	
	
	Jumlah Media yang di gunakan untuk Dalam Pencitraan
Program KKBPK.
	1 dokumen.
	
	Semua Kecamatan
	
	
	1 dokumen.
	

	
	[#] Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional
	
	
	35.000.000
	
	
	
	
	

	2.14.03.2.01.06
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok).
	1 Laporan.
	20.999.500
	
	[DANA UMUM] -
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum.
	Pemangku Kebijakan, Tokoh Informal, Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), Keluarga, Pasangan Usia Subur dan Peserta KB
	1 Laporan.
	15.000.000

	
	[#] Koordinasi dan konsulidasi Kasus Stunting Kabupaten
Cilacap
	
	
	20.999.500
	
	
	
	
	

	2.14.03.2.02
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
	Jumlah Tenaga Penyuluh KB/Petugas Pembantu KB Desa (PPKBD) yang terfasilitasi
	300 orang
	915.000.000
	
	
	
	300 orang
	915.000.000

	2.14.03.2.02.04
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP).

Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP).
	300 Orang.



.
	915.000.000
	Kab. Cilacap.



Semua Kecamatan
	[DANA UMUM] -
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum.
	Petugas Pembantu KB Desa (PPKBD)
	300 Orang.



.
	915.000.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[#] Operasional Petugas Pembantu KB Desa/PPKBD
	
	
	915.000.000
	
	
	
	
	

	2.14.03.2.03
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
	Menurunnya Persentase Un Meed Need
	15%
	351.500.000
	
	
	
	15%
	255.000.000

	2.14.03.2.03.03
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang  (MKJP)
	Jumlah Orang yang Mengikuti KesertaanPenggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
	24 Orang.
	33.000.000
	Kab. Cilacap.
	[DANA UMUM] -
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum.
	PUS belum berKB dan KB Pasca Persalinan, Tim Jaga Mutu, Keluarga dan Klinik KB
	24 Orang.
	40.000.000



	Kode
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub
Kegiatan
	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
	Kelompok Sasaran
	Prakiraan Maju Rencana Tahun

	
	
	
	Target 2023
	Pagu Indikatif
	Lokasi
	Sumber Dana
	
	Target
	Pagu Indikatif

	
	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
	.




24 Orang.
	
	Semua Kecamatan
	
	
	.




24 Orang.
	

	
	[#] Pemilihan Akseptor KB Lestari Tingkat Kab. Cilacap
	
	
	33.000.000
	
	
	
	
	

	2.14.03.2.03.04
	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP
	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP.
	1 Laporan.
	17.500.000
	Kab. Cilacap.





Semua Kecamatan
	[DANA UMUM] -
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum.
	PUS belum berKB dan KB Pasca Persalinan, Tim Jaga Mutu, Keluarga dan Klinik KB
	1 Laporan.
	35.000.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[#] Biaya Penanganan Kegagalan/Komplikasi
Kontrasepsi
	
	
	17.500.000
	
	
	
	
	

	2.14.03.2.03.06
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB.
	5 Unit.
	30.000.000
	Kab. Cilacap.





Semua Kecamatan
	[DANA UMUM] -
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum.
	PUS belum berKB dan KB Pasca Persalinan, Tim Jaga Mutu, Keluarga dan Klinik KB
	5 Unit.
	125.000.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[#] Pengadaan Obat Efek Samping Kontrasepsi
	
	
	30.000.000
	
	
	
	
	

	2.14.03.2.03.10
	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
	Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB.

Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
	166 Orang.






.
	15.000.000
	Kab. Cilacap.






Semua Kecamatan
	[DANA UMUM] -
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum.
	PUS belum berKB dan KB Pasca Persalinan, Tim Jaga Mutu, Keluarga dan Klinik KB
	166 Orang.






.
	15.000.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Kode
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub
Kegiatan
	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
	Kelompok Sasaran
	Prakiraan Maju Rencana Tahun

	
	
	
	Target 2023
	Pagu Indikatif
	Lokasi
	Sumber Dana
	
	Target
	Pagu Indikatif

	
	
	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
	166 Orang.
	
	
	
	
	166 Orang.
	

	
	[#] Peningkatan Kualitas Pelayanan KB
	
	
	15.000.000
	
	
	
	
	

	2.14.03.2.03.11
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak.
	2 Laporan.
	230.500.000
	Kab. Cilacap.





Semua Kecamatan
	[DANA UMUM] -
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum.
	PUS belum berKB dan KB Pasca Persalinan, Tim Jaga Mutu, Keluarga dan Klinik KB
	2 Laporan.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[#] Dukungan pelayanan KB MOW/MOP
	
	
	122.500.000
	
	
	
	
	

	
	[#] Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
	
	
	108.000.000
	
	
	
	
	

	2.14.03.2.03.12
	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran
	Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran.


Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran.
	127 Orang.





.
	25.500.000
	Kab. Cilacap.





Semua Kecamatan
	[DANA UMUM] -
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum.
	PUS belum berKB dan KB Pasca Persalinan, Tim Jaga Mutu, Keluarga dan Klinik KB
	127 Orang.





.
	40.000.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran.
	127 Orang.
	
	
	
	
	127 Orang.
	

	
	[#] Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca
Keguguran
	
	
	25.500.000
	
	
	
	
	

	2.14.03.2.04
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
	Jumlah pembinaan Kampung KB
	48 Kampung KB
	75.000.000
	
	
	
	48 Kampung KB
	140.000.000



	Kode
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub
Kegiatan
	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
	Kelompok Sasaran
	Prakiraan Maju Rencana Tahun

	
	
	
	Target 2023
	Pagu Indikatif
	Lokasi
	Sumber Dana
	
	Target
	Pagu Indikatif

	2.14.03.2.04.03
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB.
	48 Kampung.
	75.000.000
	Kab. Cilacap.






Semua Kecamatan
	[DANA UMUM] -
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum.
	Tokoh Informal, Organisasi keagamaan, PUS yang belum BerKB dan Kampung Keluarga Berencana
	48 Kampung.
	140.000.000

	
	[#] Pelayanan KIE KB Melalui Kelompok Masyarakat /
Lembaga
	
	
	75.000.000
	
	
	
	
	

	2.14.04
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
	Persentase Kelompok Masyarakat di bidang pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera yang di bina (UPPKS, PIK KRR,BKL,BKB).
	60%
	294.000.000
	
	
	
	60%
	219.000.000

	
	
	Persentase kelompok masyarakat dibidang pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera yang dibina (UPPKS, PIK KRR, BKL, BKR, BKB).

Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) aktif.
Persentase Pusat Informasi dan
Konseling (PIK) aktif.
	60%






60%

75%
	
	
	
	
	60%






60%

75%
	

	2.14.04.2.01
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga
	Meningkatnya Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) aktif
	75%
	123.000.000
	
	
	
	75%
	123.000.000

	2.14.04.2.01.01
	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk.
	24 kelompok.
	35.000.000
	Kab. Cilacap.
	[DANA UMUM] -
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum.
	Kelompok Bina Bina
	24 kelompok.
	35.000.000



	Kode
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub
Kegiatan
	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
	Kelompok Sasaran
	Prakiraan Maju Rencana Tahun

	
	
	
	Target 2023
	Pagu Indikatif
	Lokasi
	Sumber Dana
	
	Target
	Pagu Indikatif

	
	
	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk.
	.
	
	Semua Kecamatan
	
	
	.
	

	
	[#] Kegiatan Pembinaan Kelompok BKL Melalui Pemilihan Kelompok BKL Teladan
	
	
	35.000.000
	
	
	
	
	

	2.14.04.2.01.02
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).
	10000 Unit.
	50.000.000
	Kab. Cilacap.






Semua Kecamatan
	[DANA UMUM] -
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum.
	Kelompok Bina Bina
	10000 Unit.
	50.000.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[#] Pengadaan Kartu Kembang Anak
	
	
	50.000.000
	
	
	
	
	

	2.14.04.2.01.04
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).
	24 Orang.
	38.000.000
	Kab. Cilacap.







Semua Kecamatan
	[DANA UMUM] -
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum.
	Kelompok Bina Bina
	24 Orang.
	38.000.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[#] Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
	
	
	1.000.000
	
	
	
	
	

	
	[#] Pembinaan Kelompok BKB Melalui Pemilihan Kelompok BKB
Teladan
	
	
	37.000.000
	
	
	
	
	



	Kode
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub
Kegiatan
	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
	Kelompok Sasaran
	Prakiraan Maju Rencana Tahun

	
	
	
	Target 2023
	Pagu Indikatif
	Lokasi
	Sumber Dana
	
	Target
	Pagu Indikatif

	2.14.04.2.02
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
	Meningkatnya Persentase Kelompok Masyarakat di bidang pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera yang di bina (UPPKS, PIK KRR,BKL,BKB)
	60%
	171.000.000
	
	
	
	60%
	96.000.000

	2.14.04.2.02.02
	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R
dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R
dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).
	1 Laporan.
	30.000.000
	Kab. Cilacap.









Semua Kecamatan
	[DANA UMUM] -
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum.
	Saka Kencana, Duta Genre dan PIK R
	1 Laporan.
	30.000.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[#] Fasilitasi Pelayanan KRR Melalui Revitalisasi Saka
Kencana
	
	
	30.000.000
	
	
	
	
	

	2.14.04.2.02.03
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R
dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R
dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).
	5 Organisasi.
	141.000.000
	Kab. Cilacap.








Semua Kecamatan
	[DANA UMUM] -
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum.
	Saka Kencana, Duta Genre dan PIK R
	5 Organisasi.
	66.000.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[#] Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R
dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
	
	
	508.200
	
	
	
	
	

	
	[#] Pelatihan Pendidik Sebaya/Konselor sebaya
	
	
	40.000.000
	
	
	
	
	

	
	[#] Pembinaan Forum Gennerasi Berencana Tk. Kabupaten
	
	
	32.500.000
	
	
	
	
	



	Kode
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub
Kegiatan
	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
	Kelompok Sasaran
	Prakiraan Maju Rencana Tahun

	
	
	
	Target 2023
	Pagu Indikatif
	Lokasi
	Sumber Dana
	
	Target
	Pagu Indikatif

	
	[#] Pembinaan PIK R melalui Pemilihan Kelompok Pik R
Teladan
	
	
	24.491.800
	
	
	
	
	

	
	[#] Pengembangan Program Genre melalui Pemilihan Duta
Genre
	
	
	43.500.000
	
	
	
	
	



[bookmark: 16.BAB 5.pdf (p.100)]BAB V PENUTUP

Sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai institusi Dinas KB PP PA Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan tugasnya selalu berupaya untuk tetap mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang  ada dan berorientasi terhadap pemecahan masalah dengan memperhatikan aspirasi dan dinamika yang berkembang di masyarakat.
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini berpedoman pada RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026. Program dan Kegiatan yang terdapat dalam renja ini digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas serta dijadikan sebagai bahan dan sarana peningkatan kinerja Dinas KB PP PA Kabupaten Cilacap.
Rencana Kerja Dinas KB PP PA Kabupaten Cilacap tahun 2023 dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten maupun bersumber dana lainnya.

Rencana Tindak Lanjut
1. Perlu peningkatan kapasitas SDM Dinas KB PP PA untuk melaksanakan tugas yang semakin komplek. Upaya yang harus di tempuh dapat melalui bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur Dinas KB PP PA.

2. Aparatur Dinas KB PP PA yang ada pada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat tertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.

3. Dalam rangka sinergitas pekerjaan harus lebih intensif dilaksanakan koordinasi dengan OPD terkait, agar proses pekerjaan yang dilaksanakan lebih baik dan tercapainya indikator program.









89
RENCANA KERJA DINAS KB PP PA KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023


[bookmark: 17. penutup 2023.pdf (p.101)][image: ]


[bookmark: 18.BA Renja 2023.pdf (p.102-105)][image: ]
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BABII
KEDUDUKAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023
berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-
2026 dan RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja

Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun
2023.

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari :

()

@)

1.

BN RON

O

15.

16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.

27.

28.
29,
30.
31.
32.

Renja Sekretariat Daerah;

Renja Sekretariat DPRD;

Renja Inspektorat;

Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,;
Renja Dinas Kesehatan;

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
Renja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;

Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan;
Renja Dinas Sosial;

.Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
1.1.
12.
13.
14.

Renja Dinas Perhubungan;

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Renja Dinas Lingkungan Hidup;

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;

Renja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;

Renja Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;

Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah; ’
Renja Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian;

Renja Dinas Pertanian;

Renja Dinas Pangan dan Perkebunan;

Renja Dinas Perikanan;

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;

Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah;

Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Daerah;

Renja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah;

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Renja Kecamatan Adipala;

Renja Kecamatan Bantarsari;

Renja Kecamatan Binangun;
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33. Renja Kecamatan Cilacap Selatan;

34. Renja Kecamatan Cilacap Tengah;
35. Renja Kecamatan Cilacap Utara;
36. Renja Kecamatan Cimanggu;

37. Renja Kecamatan Cipari;

38. Renja Kecamatan Dayeuhluhur;
39. Renja Kecamatan Gandrungmangu;
40. Renja Kecamatan Jeruklegi;

41. Renja Kecamatan Kampunglaut;
42. Renja Kecamatan Karangpucung;
43. Renja Kecamatan Kawunganten;
44. Renja Kecamatan Kedungreja;

45. Renja Kecamatan Kesugihan;

46. Renja Kecamatan Kroya;
47.Renja Kecamatan Majenang;

48. Renja Kecamatan Maos;

49. Renja Kecamatan Nusawungu;
50. Renja Kecamatan Patimuan;

51. Renja Kecamatan Sampang;

52. Renja Kecamatan Sidareja;

53. Renja Kecamatan Wanareja.

BAB III

SUSUNAN DAN SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

(1)

()

Pasal 3
Renja Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023

disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB1 PENDAHULUAN

BABII HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

BABIII TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH ’

BABV PENUTUP

Renja Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (3), sistematika, isi beserta uraian Renja

Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I,

10, 11, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII,

XVII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII,

XXVII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXII, XXXIV, XXXV,

XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLII, XLIV,

XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LII, dan LIII, Peraturan

Bupati ini.
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap

pada tanggal 1 M7

SEKRETARIS DAERAH
CILACAP,

Diundangkan di Cilacap -
02

AWALUDDIN MUURI

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 NOMOR le
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa
atas limpahan rahmat dan karunianya-Nya, penyusunan Dokumen Rencana
Kerja (Renja) Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (Dinas KB PP PA) Kabupaten Cilacap Tahun 2023 dapat
diselesaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
memberikan konstribusi pemikiran dan sumbang saran dalam penyusunan
dokumen ini.

Renja Dinas KB PP PA Kabupaten Cilacap Tahun 2023 disusun
berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah.

Penyusunan Renja Dinas KB PP PA Kabupaten Cilacap Tahun 2023
berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap
Tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas KB PP PA Kabupaten
Cilacap Tahun 2023-2026. Dokumen ini memberikan gambaran tentang
rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023
untuk mencapai tujuan, sasaran dan target capaian kinerja tahun 2023.

Kami menyadari dalam penyusunan Renja ini masih terdapat
kekurangan, untuk itu saran dan masukan dari berbagai pihak sangat
diharapkan guna penyempurnaan Renja Dinas KB PP PA Kabupaten Cilacap
Tahun 2023.

¥A§ KB PP PA

\\ ILACAP

il
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Dengan tersusunnya Rencana Kerja ini, diharapkan dapat

mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Dinas KB PP PA

Kabupaten Cilacap.

Cilacap, Agustus 2022

KEPALA DINAS KB PP PA
N CILACAP

NIP. 19701226 199003 1 002

BUPATI CIJACAP,

TATTO SU T PAMUJI
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BERITA ACARA
VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KB PP PA
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023

Pada hari ini Rabu, tanggal 20 Juli 2022 bertempat di Ruang Rapat STIKES Graha
Mandiri Cilacap (Kantor Sementara Bappeda Kabupaten Cilacap) telah diselenggarakan
Verifikasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas KB PP PA Kabupaten Cilacap Tahun
2023 yang dihadiri oleh pejabat dan/atau pelaksana yang membidangi perencanaan
pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Tim Verifikasi Rancangan Akhir Renja
Tahun 2023.

Adapun hasil verifikasi sebagaimana tertuang dalam Lembar Verifikasi Rancangan
Akhir Renja Perangkat Daerah terlampir.

Para pemangku kepentingan mewakili Perangkat Daerah menerima Hasil
Verifikasi untuk ditindaklanjuti dalam waktu 2 (dua) hari kerja dan dikirimkan kembali

kepada Tim Verifikasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Cilacap Tahun 2023 selambat-lambatnya pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 untuk
ditetapkan sebagai Lampiran Peraturan Bupati Cilacap tentang Rencana Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

g Pemkesra

DINAS KB PP PA

7

/7 WALUYO, S.KOM
NIP.19751020 201001 1 011

inatgr Tim

AMIN MUHTADA, SKM, M.Kes
NIP. 19690318 199203 1 005

S— R S ¥

DINAS KB , PP, PA

| ABUSTUS 2022
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LEMBAR VERIFIKASI
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KB PP PA

1. Hasil Verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah

Bab / Sub Bab

Kesesuaian

Sistematika

Ranc. Akhir
Renja

Ada

Tidak

Arahan Perbaikan Rancangan Akhir Renja

BAB | PENDAHULUAN

LAMPIRAN XV

PERATURAN BUPATI CILACAP

NOMOR XX TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023

1.1. Latar Belakang

e Narasi pengertian ringkas
tentang Renja Perangkat
Daerah, proses
penyusunan Renja
Perangkat Daerah,
keterkaitan antara Renja
dengan perencanaan
penganggaran yang lain

Hal 2 masih ada RPJMD harusnya RPD

1.2. Landasan Hukum

* Narasi daftar undang-
undang, peraturan
pemerintah, peraturan
daerah, dan ketentuan
peraturan lainnya yang
terkait Renja

Disesuaikan (bisa melihat renja Bappeda)

1.3. Maksud dan Tujuan

e Narasi maksud dan tujuan
dari penyusunan Renja
Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

e Narasi sistematika
penulisan Renja
Perangkat Daerah, serta
garis besar isi dokumen

Judul bab dan sub bab disesuaikan dengan template

BAB Il. HASIL EVALUASI
RENJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN LALU

Judul disesuaikan template

2.1 Evaluasi Pelaksanaan
Renja Perangkat Daerah
Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah

e Narasi analisis hasil
evaluasi pelaksanaan
Renja Perangkat Daerah
Tahun 2021 & perkiraan
capaian tahun 2022.

e Faktor penghambat /
permasalahan yg harus
diselesaikan.

¢ Tindak lanjut penanganan
permasalahan.

Perlu ditambahkan tindaklanjut untuk mencapai target
kinerja

e Tabel 2.1 Rekapitulasi

Evaluasi Hasil Pelaksanaan

Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra
Perangkat Daerah s/d

Tahun 2021
(Tabel T-C.29 Lamp.
Permendagri 86 Th. 2017)

Tabel belum sesuai template kolom 4 dihapus saja
Untuk isian tabel dicek dicermati lagi kolom 5 7 dan 9
Dicek lagi kolom 10 untuk penjumlahannya

2.2 Analisis Kinerja
Pelayanan Perangkat Daerah

« Narasi analisis capaian
kinerja pelayanan

Ditambahkan dengan permasalahan umum dan upaya
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Bab / Sub Bab

Kesesuaian

Sistematika

Ranc. Akhir
Renja

Ada

Tidak

Arahan Perbaikan Rancangan Akhir Renja

Perangkat Daerah

e Permasalahan umum
kinerja pelayanan OPD dan
upaya penanganan

e Tabel 2.2 Pencapaian
Kinerja Pelayanan
Perangkat Daerah

Tabel disesuaikan template, khususnya untuk t
dipebaiki, disesuaikan dengan renstra

ahun

2.3 Isu-isu Penting
Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi Perangkat Daerah

* Narasi isu-isu penting yang
harus ditindaklanjuti dalam
perumusan program dan
kegiatan prioritas tahun
2023

Permasalahan dicek Kembali. Point b dibahas kembali

2.4 Review terhadap RKPD

Judul disesuaikan template

e Narasi hasil Review
terhadap RKPD 2023
sesuai dengan tugas dan
fungsi perangkat daerah

* Tabel 2.3 Review terhadap
RKPD 2023

Tabel disesuaikan template dan
disesuaikan.berikut dengan narasinya

jumlah

akan

2.5 Penelaahan Usulan
Program dan Kegiatan
Masyarakat

* Narasi hasil kajian terhadap
program / kegiatan yang
diusulkan para pemangku
kepentingan

e Tabel 2.4 Usulan Program
dan Kegiatan dari Para
Pemangku Kepentingan

BAB lil. TUJUAN DAN
SASARAN PERANGKAT
DAERAH

3.1 Telaahan terhadap
Kebijakan Nasional

e Narasi telaahan terhadap
arah kebijakan dan prioritas
pembangunan nasional
tahun 2023 sesuai tugas
pokok dan fungsi
Perangkat Daerah

3.2 Tujuan dan sasaran
Renja Perangkat Daerah

e Narasi Rumusan tujuan

dan sasaran Perangkat
Daerah tahun 2023

Kalimat dari visi RPJPD

e Tabel 3.1 Tujuan dan
Sasaran Perangkat Daerah

Tabel 3.1 disesuaikan ambil dari renstra

3.3 Inovasi Perangkat Daerah

e Narasi inovasi yang akan
dilaksanakan dalam rangka
mendukung peningkatan
kinerja dan pelayanan pada
Perangkat Daerah

3.4 Program dan Kegiatan
Perangkat Daerah

« Narasi mengenai faktor-
faktor yang menjadi bahan
pertimbangan terhadap
rumusan program dan
kegiatan, rekapitulasi
program dan kegiatan serta
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Kesesuaian
Sistematika
Bab / Sub Bab Ranc. Akhir Arahan Perbaikan Rancangan Akhir Renja
Renja
Ada | Tidak

penjelasan jika rumusan
program dan kegiatan tidak
sesuai dengan rancangan
awal RKPD

BAB IV. RENCANA KERJA
DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

e Program dan kegiatan serta v
pendanaan perangkat
daerah pada tahun rencana

e Tabel 4.1 Rumusan v Judul disesuaikan template
Rencana Program dan
Kegiatan Perangkat Daerah

BAB V. PENUTUP

* Catatan penting dalam \% Format ttd diperbaiki
penyusunan Renja Dibuat rangkap 3, diparaf kepala dinas
Perangkat Daerah

e Kaidah-kaidah pelaksanaan
Rencana tindak lanjut

« Ditandatangani Kepala

OPD
2. Catatan dan Arahan Perbaikan Lainnya
[ No Uraian Catatan / Perbaikan
1. | Daftar isi dan tabel Judul disesuaikan dengan template, konsistensi penyebutan nama
OPD

Tabel 4.2 dihapus

3. Kesepakatan Perbaikan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah hasil perbaikan/penyempurnaan akan diserahkan
kepada Bappeda Kabupaten Cilacap paling lambat tanggal 22 Juli 2022.

Cilacap, 20 Juli 2022
DINAS KB PP PA Tim Verifikasi,

ALUYO, S.KOM ;
BINA MARIANA, S.T.. ME
NIP19751020 201001 1 011 AetMang

NIP. 19830228 201001 2 019
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Menimbang

BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURA? BUPATI CILACAP
NOMOR /2 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan

pembangunan di Kabupaten Cilacap sesuai Rencana
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 dan Rencana
Kerja Pemerintah Dacrah Kabupaten Cilacap Tahun 2023,
maka perlu adanya dokumen perencanaan tahunan
perangkat daerah berupa Rericana Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Cilacap Tahun 2023 sebagai dokumen yang
memuat penjabaran operasional terhadap arah kebijakan
Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun, yang berisi
komitmen  Perangkat Daerah untuk melaksanakan
pembangunan daerah yang berkesinambungan;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
menyebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah RKPD
ditetapkan;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan .
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, -
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa
BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja
Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala
Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan
Perkada dan penetapan Renja Perangkat Daerah dimaksud
paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD
ditetapkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Cilacap tentang Rencana Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023;
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang

Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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12.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6323);
13.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 136);

14.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
10);

15.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
9);

16.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
110);

17.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008
Nomor 31);

18.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap
Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Cilacap Nomor 63) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang ~
Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 180);

19.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2014
tentang Prosedur Penyusunan Perencanaan Pembangunan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Nomor 111);

20.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

nall

10.

11,

12.

13.

14.

Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
Pemerintah ~ Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara  Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Cilacap.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cilacap
untuk periode tahun 2005-2025.

Rencana Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat
RPD adalah Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten
Cilacap untuk periode 4 (empat) tahun yaitu 2023-2026.
Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD Kabupaten Cilacap adalah Dokumen
Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun
yaitu 2023-2026.

Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan
dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas
pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah °
untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka
mencapai hasil (outcome) suatu program.

Subkegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam
pelaksanaan kewenangan daerah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang
atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya
pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud

Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau
dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu
tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari
beberapa kegiatan dan subkegiatan dalam satu program.




